
Rencana Strategis
Pulau Sulawesi

Pembangunan Kapasitas untuk 
Perumusan Kebijakan 
Pembangunan Daerah
(Tahap II)

68338
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



!



!
!
!
!

 
 
Rencana Strategis  
Pulau Sulawesi 
  

!
!

Pembangunan Kapasitas untuk  
Perumusan Kebijakan 
Pembangunan Daerah (Tahap II) 
2011 

!

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY 
Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung I, Lantai 9 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 
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Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh 
Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. DSF berupaya 
mencapai tujuannya dengan memenuhi tiga peranan, yaitu membantu Pemerintah Indonesia 
meningkatkan: (i) harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan; (ii) penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah. Keanggotaan DSF terdiri 
dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, 
CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan Bank Dunia). Dukungan keuangan 
untuk DSF utamanya diberikan oleh DFID, dan juga kontribusi dari AusAID serta CIDA.   
 
Foto pada halaman sampul merupakan hak cipta World Bank Indonesia (Multi Donor Fund, PNPM Support 
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Rencana Strategis Pulau Sulawesi merupakan hasil kerja konsultan dan staf Bank Dunia. Temuan, 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PULAU SULAWESI 

 

BAB 1.  PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan negara dengan kebhinekaan yang tinggi, dimana perbedaan antardaerah 

dapat ditunjukkan dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Sebaran sumberdaya 
alam, khususnya minyak dan gas, serta pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di 
beberapa daerah menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan, sementara beberapa daerah 
lainnya masih relatif tertinggal. Hal ini telah menyebabkan terjadinya kesenjangan output regional dan 
kesejahteraan masyarakat antarwilayah.  

Kebijakan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan minimal kepada masyarakat 
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menghadapi kendala dengan meluasnya pemekaran 
wilayah yang berdampak semakin banyaknya daerah tertinggal dan semakin berkurangnya potensi 
sumberdaya. Untuk mengatasi dampak negatif desentralisasi, pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, baik yang berbentuk kerangka 
regulasi maupun kerangka anggaran, namun upaya tersebut belum efektif. Belum efektifnya upaya 
pengurangan ketimpangan antar wilayah diantaranya disebabkan kurang berpihaknya alokasi 
anggaran ke daerah tertinggal dan  belum sinerginya perencanaan pembangunan daerah yang 
ditetapkan oleh pemerintah  pusat dan pemerintah daerah.  

Salah satu upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat 
dan efektif telah ditetapkan melalui pendekatan baru yaitu perencanaan pembangunan yang 
terstruktur dengan basis wilayah Pulau Besar. Pendekatan baru ini difokuskan pada upaya penajaman 
proses dan hasil rumusan operasional dokumen Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang mengakomodir dinamika perkembangan kebijakan, seperti Master 
Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
di pusat dan daerah. 

Berbagai pengamatan oleh Bappenas mengindikasi bahwa Buku III RPJMN 2010-2014, belum 
diimplementasi di daerah provinsi dan menghadapi berbagai masalah untuk pelaksanaannya. Hal ini 
disebabkan antara lain: (1) visi dan misi Kepala Daerah  yang tertuang dalam RPJMD berbeda dengan 
visi dan misi Kepala Pemerintahan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 (2) RPJMD disusun pada 
periode waktu yang beragam, sebagian besar pada periode 2008-2013 sehingga data dan fakta 
wilayah beragam, (3) strategi focus dan program prioritas pada RPJMD berbeda dengan arah 
kebijakan, strategi dan program prioritas RPJMN 2010-2014 (4) Buku III RPJMN 2010-2014 
merupakan dokumen perencanaan dengan basis wilayah pulau yang berbeda dengan RPJMD yang 
berbasis wilayah provinsi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan instrumen perencanaan pembangunan 
wilayah sebagai operasionalisasi Buku III RPJMN 2010-2014 agar target dan program prioritas 
pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dapat sinkron dan saling bersinergi dengan 
perencanaan oleh pemerintah daerah provinsi dalam suatu lokasi maupun kerangka pendanaannya. 
Selanjutnya untuk  memperoleh hasil yang sebaik mungkin, proses penyusunan instumen 
perencanaan pembangunan daerah perlu diinformasikan dan dikelola bersama dengan para 
stakeholder di pusat dan daerah serta didukung sistem informasi manajemen perencanaan 
pembangunan daerah yang terbuka dan terpadu. 

Seluruh proses penguatan kelembagaan yang menghasilkan instrumen yang terstruktur, 
sistimatis diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana strategis Wilayah Pulau. Dokumen ini adalah 
Rencana Strategis Wilayah Pulau Sulawesi yang merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Dokumen Rencana 
Strategis (Renstra) untuk  wilayah Pulau Besar, yaitu Pulau Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku dan Pulau Papua.  
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BAB 1 PENDAHULUAN 

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PULAU SULAWESI 

 

Pulau Sulawesi merupakan pulau yang strategis. Terdiri dari enam wilayah provinsi, berturut-
turut Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 
Barat. Dari aspek konektivitas, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara 
mempunyai peran sebagai pusat perdagangan dan industri pengolahan di Kawasan Timur Indonesia. 
Kedua provinsi tersebut selain sebagai pusat perdagangan provinsi lainnya dalam wilayah Pulau 
Sulawesi juga berfungsi menjadi penghubung antara Pulau Maluku, Papua dan Nusa Tenggara 
dengan Pulau Kalimantan  serta Pulau Jawa dan Bali. Oleh  karena itu, Renstra Pulau Sulawesi yang 
merupakan pendetailan dari Buku III RPJMN 2010-2014, dititikberatkan pada peningkatan 
keterkaitan arus komoditas ekonomi antarwilayah provinsi dalam Pulau Sulawesi dan keterkaitan 
antara Pulau Sulawesi dengan Enam Pulau Besar lainnya melalui penyediaan infrastruktur wilayah, 
guna pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan di wilayah Pulau Sulawesi. 
 
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pulau Sulawesi 

 
Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pulau Sulawesi dimaksudkan sebagai operasionalisasi dari 

Buku III RPJMN 2010-2014 dalam bentuk dokumen perencanaan pada tingkat wilayah pulau yang 
merupakan kesepakatan (sinergi perencanaan) antara pusat dan daerah. 

Adapun tujuannya adalah : 
1. Mengembangkan dokumen perencanaan pembangunan wilayah Pulau Sulawesi yang tertuang 

dalam Buku III RPJMN 2010-2014 sebagai arah kebijakan daerah guna meningkatkan 
konektivitas barang dan jasa antar wilayah provinsi dalam pulau dan antar Pulau Sulawesi 
dengan wilayah pulau lainnya dalam suatu perencanaan program pembangunan yang 
berkualitas (better managed policy making). 

2. Mengembangkan sistem informasi pengembangan infrastruktur wilayah Pulau Sulawesi guna 
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah pulau melalui 
sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan prioritas nasional dengan pemerintah daerah 
yang berkualitas (better informed policy making). 

 
1.3. Ruang Lingkup  

 
Ruang lingkup Rencana Strategis Wilayah Pulau Sulawesi difokuskan pada:  

1. Data dan fakta kondisi potensi dan permasalahan pembangunan wilayah pulau Sulawesi, terutama 
dalam aspek konektivitas barang dan jasa antar wilayah provinsi dalam pulau dan antar Pulau 
Sulawesi dengan wilayah pulau lainnya 

2. Penilaian isu strategis dan strategi pengembangan wilayah serta arah kebijakan pengembangan 
wilayah Pulau Sulawesi;  

3. Rencana aksi dan program prioritas pulau Sulawesi yang telah disepakati bersama oleh pemerintah 
pusat dan daerah dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung konektivitas barang 
dan jasa antar wilayah provinsi dalam pulau dan antar Pulau Sulawesi dengan wilayah pulau 
lainnya. 

 
1.4.  Kerangka Pikir 

 
Kerangka pikir penyusunan Dokumen Rencana Strategis Pulau Sulawesi ditampilkan pada gambar 

1.1  dibawah ini. 
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Gambar 1.1 
Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Pulau Sulawesi 

 

 
 

Dari kerangka pikir tersebut diatas, kegiatan awal yang dilakukan adalah penyusunan isu strategis 
Pulau Sulawesi. Dalam menyusun isu strategis pulau langkah kerja yang dilakukan diawali dari sebuah 
penggalian fakta, potensi, dan masalah serta analisis menggunakan teknik tertentu seperti Model 
Ekonometrik dan Analisis Inter-Regional Input-Output (IRIO). Isu strategis yang diperoleh dari hasil analisis 
tersebut kemudian disesuaikan/disinkronkan dengan hasil review Buku III RPJM Nasional 2010-2014. Dari 
hasil gambaran tentang isu-isu strategis Pulau Sulawesi, selanjutnya dengan menggunakan model analisis 
SWOT, IRIO dan Econometrics, ditentukanlah strategi pengembangan dan arah kebijakan yang tepat. 
Strategi pengembangan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan kemudian disesuaikan/disinkronkan 
kembali dengan hasil review strategi pengembangan dan arah kebijakan dari masing-masing bidang yang 
tertuang dokumen Buku II RPJM Nasional 2010-2014.  

Ketiga hal pokok tersebut (Isu Strategis, Strategi Pengembangan dan Arah Kebijakan) kemudian 
dikonsultasikan dengan Kementerian dan Lembaga sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui forum 
Lokakarya Nasional. Adapun konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui forum Lokakarya 
Regional I. Setelah dicapai kesepakatan/konsensus bersama tentang Isu Strategis, Strategi Pengembangan 
dan Arah Kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 
Prioritas yang tepat untuk memecahkan permasalahan dan pengembangan potensi sesuai isu strategis 
wilayah serta strategi pengembangan dan arah kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan 
bantuan sistem UKP2D (UPPD) diharapkan proses sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang 
dilakukan dalam forum Lokakarya Nasional II dan Lokakarya Regional II dapat dilaksanakan dengan mudah 
dan tersimpan rapi dalam sebuah sistem database. Sebagai hasil akhir dari kegiatan ini, disusunlah sebuah 
dokumen Rencana Strategis Pulau Sulawesi sebagai bentuk laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun data dan 
informasi yang tertuang dalam dokumen tersebut juga disampaikan melalui sistem informasi yang terbuka 
untuk umum dan mudah untuk di akses (Sistem Web Base SIM dan SIG). 
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1.5. Sistematika Penyajian  
 
Sistematika penyajian Rencana Strategis Wilayah Pulau Sulawesi adalah sebagai berikut : 

Bab I.  Pendahuluan : Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kerangka alur pikir 
dan sistematika penyajian dari Rencana Strategis Wilayah Pulau Sulawesi. 

Bab II.  Capaian Kinerja Wilayah Pulau Sulawesi: Berisi tentang kebijakan dalam Buku III RPJMN 2010-
2014, Kondisi Geografi dan Administrasi Wilayah serta gambaran kinerja pembangunan 
provinsi dalam wilayah pulau yang difokuskan pada keterkaitan ekonomi, investasi  dan 
perdagangan antar Pulau & Antar Provinsi serta infrastruktur wilayah. Selain itu juga 
disajikan secara umum, gambaran di bidang  Sosial Budaya dan Pengembangan Wilayah.  

Bab III.  Isu Strategi Wilayah Pulau  Sulawesi: Berisi tentang isu strategis yang mengambarkan berbagai 
fakta,  potensi dan permasalahan alur komoditas dan barang yang dihadapi wilayah Pulau 
Sulawesi dalam rangka meningkatkan keterkaitan ekonomi guna mengatasi kesenjangan sosial 
ekonomi wilayah. 

Bab IV.  Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi : Berisi mengenai tujuan dan sasaran 
serta beberapa target tahunan indikator pembangunan nasional dalam kesatuan wilayah pulau 
sesuai dengan target Buku III RPJMN 2010-2014.  

Bab V.  Rencana Strategis Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi: Berisi strategi pengembangan, arah 
kebijakan  serta program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati bersama antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. 

Bab VI.  Penutup : Berisi mengenai implikasi kebijakan dan rencana aksi yang telah disepakati 
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BAB 2.   CAPAIAN KINERJA WILAYAH PULAU SULAWESI 
 
2.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi Dalam RPJMN 2010-2014 
 
               Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pulau Sulawesi  bertujuan untuk meningkatkan 
koordinasi perencanaan pembangunan wilayah yang telah ditetapkan dalam Buku III RPJMN 2010-
2014 yang berbasis Kepulauan untuk disinkronisasi dan disinergi dengan kebijakan pembangunan 
daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berbasis wilayah provinsi di pulau Sulawesi. 
Mengingat pentingnya upaya sinkronisasi dan sinergi tersebut, berikut akan diuraikan kebijakan 
pengembangan wilayah Pulau Sulawesi dalam kesatuan sistem RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2010-
2014. Kedua kebijakan dasar tersebut  selanjutnya akan menjadi acuan dalam menelaah kondisi 
geografi dan kinerja berbagai bidang pembangunan di wilayah Pulau Sulawesi.       
               Salah satu misi pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan ditetapkan 
dalam dalam Buku III RPJMN 2010-2014 adalah : (1) mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah 
potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah 
Jawa-Bali dan Sumatera. (2) meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan 
antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik, (3) meningkatkan daya saing daerah melalui 
pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah, (4) mendorong percepatan pembangunan 
daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, 
kawasan terluar, dan daerah rawan bencana (5)  Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-
sektor kelautan.  

Kebijakan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi yang ditetapkan dalam Buku III RPJMN 
2010-2014 adalah sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam RTRWN. Dalam Buku III RPJMN 
2010-2014, terdapat 10 arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi, di antaranya terdapat 
empat arah kebijakan yang terkait langsung dengan fokus kajian dalam dokumen renstra Pulau 
Sulawesi ini, yaitu: (1) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing 
tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan 
pemasarannya; (2) mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya 
bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (3) memantapkan keterkaitan 
antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan di 
dalamnya, dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, 
serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan 
internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; dan (4) mengembangkan industri 
pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan 
kehutanan secara berkelanjutan;  

Keberhasilan operasionalisasi kebijakan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi, yang 
ditetapkan dalam Buku III RPJMN 2010-2014, selain ditentukan sistem dan mekanisme koordinasi 
perencanaan pembangunan wilayah, namun juga oleh kinerja capaian wilayah Pulau, terutama 
dukungan infrastruktur wilayah dan alur barang dan jasa dalam sistem konektivitas ekonomi wilayah. 
Berikut penlaian singkat mengenai prospek operasionalisasi kebijakan pengembangan wilayah Pulau 
Sulawesi  

Wilayah Pulau Sulawesi mempunyai keunggulan di sektor pertanian pangan, perkebunan 
kakao, perikanan laut, pertambangan nikel dan migas. Peningkatan infrastruktur irigasi dan jaringan 
jalan, pengembangan industri agro dan pengolahan hasil tambang dan migas diharapkan dapat 
meningkatkan nilai tambah pada sisi produksi. Sementara itu, peningkatan infrastruktur transportasi, 
khususnya transportasi darat dan pelayaran laut akan meningkatkan nilai tambah di berbagai alur 
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distribusi komoditas dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi dan secara 
keseluruhan wilayah Pulau Sulawesi. Pengembanan wilayah Pulau Sulawesi perlu diintegrasikan 
dengan Pusat-Pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional 
(PKN) kawasan Maminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan kawasan Manado - 
Bitung sebagai pusat pelayanan primer serta pengembangan Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju 
sebagai pusat pelayanan sekunder. Selanjutnya perlu diintegrasikan pula dengan kebijakan 
pembangunan wilayah kelautan Makassar-Buton serta Master Plan Percepatan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk wilayah Pulau Sulawesi.   
 
2.2. Geografi dan Administrasi Wilayah Pulau 
 
2.2.1       Kondisi Geografis 

 
Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan 

Sumatera dengan luas daratan 174.600 kilometer persegi. Bentuknya yang unik menyerupai bunga 
mawar laba-laba atau huruf K besar yang membujur dari utara ke selatan dan tiga semenanjung yang 
membujur ke timur laut, timur dan tenggara. Pulau ini dibatasi oleh Selat Makasar di bagian barat 
dan terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan juga dari Kepulauan Maluku oleh Laut Maluku. 
Sulawesi berbatasan dengan Borneo di sebelah barat, Filipina di utara, Flores di selatan, Timor di 
tenggara dan Maluku di sebelah timur. 

 
Gambar 2.1 

Peta Wilayah Sulawesi 
 

 
 

2.2.2. Administrasi Wilayah 
 
Pemerintahan di Sulawesi dibagi menjadi enam provinsi berdasarkan urutan 

pembentukannya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas 
wilayah daratan 68,033 kilometer persegi dan luas laut mencapai 189,480 kilometer persegi yang 
mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan
http://id.wikipedia.org/wiki/Borneo
http://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
http://id.wikipedia.org/wiki/Flores
http://id.wikipedia.org/wiki/Timor
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
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Togean di Teluk Tomini dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Sebagian besar daratan 
di provinsi ini bergunung-gunung (42.80% berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut) 
dan Katopasa adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 2.835 meter dari permukaan laut. 

Pada tahun 2009, wilayah Pulau Sulawesi, mencakup 62 wilayah kabupaten dan 11 wilayah 
kota, 928 wilayah kecamatan, 1693 wilayah kelurahan dan 7406 wilayah desa. Pada table 2-1, berikut 
memperlihatkan luas area daratan, jumlah pulau dan penduduk serta kepadatannya di wilayah pulau 
Sulawesi. 

Tabel  2.1 
Luas Wilayah, Jumlah Pulau dan Penduduk Provinsi  di Wilayah Pulau Sulawesi 

 
No Province Kepadatan

Km2 % Bernama Belum Jumlah Jiwa % Jiwa/km2
1 Sulawesi Utara 13.851,6 82,51 311 358 669 2.265.937 195,62 164
2 Gorontalo 11.257,1 67,06 126 10 136 1.038.585 89,66 92
3 Sulawesi Tengah 61.841,3 368,38 170 580 750 2.833.420 244,61 46
4 Sulawesi Selatan 46.717,5 278,29 196 37 233 8.032.551 693,46 172
5 Sulawesi Tenggara 38.067,7 226,77 360 290 650 2.230.569 192,57 59
6 Sulawesi Barat 16.787,2 100,00 49 13 62 1.158.336 100,00 69

Sulawesi 188.522,4 1123,01 1.212 1.288 2.500 17.559.398 1515,92 93
Antar Wilayah Pulau

1 Sumatera 480.793,3 25,16 2.654 2.623 5277 50.513.937 21,32 105
2 Java and Bali 135.218,3 7,08 538 633 1171 140.454.570 59,29 1039
3 Kalimantan 544.150,1 28,48 680 381 1061 13.772.543 5,81 25
4 Sulawesi 188.522,4 9,87 1.212 1.288 2500 17.559.398 7,41 93
5 Nusa Tenggara 67.290,4 3,52 942 1.114 2056 9.175.171 3,87 136
6 Maluku 78.896,5 4,13 1.396 1.528 2924 2.566.880 1,08 33
7 Papua 416.060,3 21,77 1.229 1.286 2515 3.612.854 1,53 9

Indonesia 1.910.931,3 9,87 8651 8853 17504 236894498 7,41 124

Area Daratan Jumlah Pulau Penduduk 2010

 
Sumber : BPS dan Kementrian Dalam Negeri, diolah. 
 
2.3. Kinerja Bidang Ekonomi 
 
2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto 
 

Kinerja ekonomi wilayah Pulau Sulawesi yang diindikasi dari Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000, selama perode tahun 2005 – 2009 menunjukkan  jumlah yang 
semakin meningkat. PDRB wilayah provinsi pada tahun 2005 berkisar antara Rp 2 028 milyar (Gorontalo) 
sampai Rp 36 422 milyar (Sulawesi Selatan), meningkat pada tahun 2009 menjadi antara Rp 2,711 milyar 
(Gorontalo) sampai Rp 47,213 milyar (Sulawesi Selatan). Sejalan dengan peningkatan PDRB terdapat 
kecenderungan ketimpangan antar wilayah provinsi yang tetap lebar. Gorontalo merupakan provinsi 
pemekaran dari Sulawesi Utara, sedangkan Sulawesi Barat merupakan provinsi pemekaran dari Sulawesi 
Selatan. Perekonomian wilayah selama periode 2005-2009 didominasi Sulawesi Selatan dengan  kontribusi 
49,17 persen (2005) cenderung menurun menjadi 48,68 persen (2009).  Sementara itu, kontribusi provinsi 
lainnya cenderung sedikit meningkat. Untuk Gorontalo dari 2,74 persen (2005) menjadi 2,80 persen (2009). 
Untuk Sulawesi Barat dari sekitar 4,19 persen (2005) menjadi 4,23 persen (2009). Data pada Tabel 2.2.A 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Sulawesi cenderung terkonsentrasi di 
Sulawesi Selatan. 
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Tabel  2.2A 

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
dalam Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2005-2009 

 
No Province

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
Sulawesi 74.081 79.153 84.599 91.129 96.980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Sulawesi Utara 12.745 13.473 14.344 15.428 16.607 17,20 17,02 16,96 16,93 17,12
2 Gorontalo 2.028 2.176 2.339 2.521 2.711 2,74 2,75 2,76 2,77 2,80
3 Sulawesi Tengah 11.752 12.672 13.684 14.746 15.574 15,86 16,01 16,18 16,18 16,06
4 Sulawesi Selatan 36.422 38.868 41.332 44.550 47.213 49,17 49,10 48,86 48,89 48,68
5 Sulawesi Tenggara 8.027 8.643 9.332 10.011 10.769 10,84 10,92 11,03 10,99 11,10
6 Sulawesi Barat 3.107 3.321 3.568 3.873 4.106 4,19 4,20 4,22 4,25 4,23

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000(Rp milyar) Kontribusi PDRB Pulau  (% )

 
 

Pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Sulawesi cenderung terkonsentrasi di Sulawesi Selatan, 
sebagian di Sulawesi Utara. Tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi secara umum cenderung tidak 
konsisten dari tahun 2005 turun pada tahun 2007 dan mengalami kenaikan pada tahun 2007 dan 
2008 dan turun lagi pada tahun 2009. Hanya Provinsi Sulawesi Utara yang relatif meningkat secara 
konsisten sepanjang tahun 2005- 2009. Selama periode 2005-2009, rata-rata pertumbuhan ekonomi 
wilayah Pulau Kalimantan adalah 6,8 persen, seluruh provinsi lebih tinggi dibanding rata-rata 
Nasional sebesar 5,3 persen. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi semacam itu, terdapat dua provinsi 
di bawah rata-rata wilayah Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara (6,5 persen) dan Provinsi Sulawesi 
Selatan (6,6 persen), apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dalam RPJMN 2010-2014, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan 
ekonomi untuk masing-masing provinsi di wilayah Pulau Sulawesi. Untuk tahun 2010, target terendah 
di Sulawesi Utara yaitu 5,7 – 6,3 persen dan tertinggi di Sulawesi Tengah 8,5 – 9,0 persen. Sedangkan 
pada tahun 2014 terendah di Sulawesi Barat 6,2 – 7,0 persen dan tertinggi di Sulawesi Tengah 9,0 – 
10,1 persen. Apabila dirata-ratakan untuk wilayah Pulau Sulawesi, pada tahun 2010, target 
pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 - 7,4 persen dan untuk 2014 sekitar 7,5 – 8,4 persen (lihat Tabel 2-
2B).  

Tabel  2.2B 
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  

dalam Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2005-2009 
 

No Provinsi Rata-2 Target RPJMN
2005 2006 2007 2008 2009* 2005-09 2010 2014

1 Sulawesi Utara 4,9 5,7 6,5 7,6 7,8 6,5 5,7-6,3 7,1-7,8
2 Gorontalo 7,2 7,3 7,5 7,9 7,5 7,5 6,8-7,3 7,0-8,5
3 Sulawesi Tengah 7,6 7,8 8,0 7,8 7,7 7,8 8,5-9,0 9,0-10,1
4 Sulawesi Selatan 6,0 6,7 6,3 7,8 6,2 6,6 6,2-7,2 7,5-8,3
5 Sulawesi Tenggara 7,3 7,7 8,0 7,3 7,6 7,6 7,5-7,9 8,0-8,5
6 Sulawesi Barat xx 7,0 7,4 8,5 6,0 7,2 5,8-6,5 6,2-7,0

Sulawesi 5,5 6,8 6,9 7,7 6,9 6,8 6,8-7,4 7,5-8,4

Pertumbuhan (%)

 
 

Berdasarkan lapangan usaha wilayah pulau, perekonomian wilayah Sulawesi secara 
keseluruhan dipengaruhi sektor primer berbasis sumber daya alam, terutama pertanian. Kecuali di 
Provinsi Sulawesi Utara, kontribusi sektor pertanian dominan di semua provinsi di wilayah Sulawesi, 
bahkan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat kontribusi sektor pertanian dalam PDRB 
mencapai lebih 40 persen. Wilayah Pulau Sulawesi merupakan wilayah pengembangan pangan, 
produksi komoditi padi sawah di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sumber pangan untuk wilayah 
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pulau Maluku dan Papua. Sementara itu, Gorontalo dikenal sebagai pusat pengembangan komoditi 
jagung.  Sektor lain yang berkontribusi cukup tinggi di semua provinsi adalah sektor perdagangan, 
hotel dan restoran serta jasa-jasa. Sementara itu, sektor industri pengolahan cukup dominan di 
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kontribusi sekitar 14 persen PDRB. Sebagai daerah provinsi 
pemekaran dan terbatasnya sumber perekonomian menyebabkan wilayah Gorontalo Sulawesi Barat 
relatif tertinggal dibanding provinsi induknya maupun provinsi yang lain di wilayah Sulawesi  Salah 
satu faktor penyebab lambatnya perkembangan ekonomi di wilayah Gorontal dan Sulawesi Barat 
adalah tingkat ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung kegiatan perekonomian di wilayah 
tersebut masih terbatas. 
 

31,11

6,55

10,75
0,847,72

15,05

8,51

6,16

13,30

 
 

Tabel 2.2C 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  

Tahun 2000 (Miliar Rp) Tahun 2008 
 Tabel 2-2C. Produk Domestik Regioal  Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 ( Miliar Rp.)  Tahun 2008**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 SULAWESI UTARA Miliar Rp 3.148        827           1.205        116           2.529        2.379        1.850        1.018        2.358        15.430     15.403     

 % 20,40 5,36 7,81 0,75 16,39 15,42 11,99 6,60 15,28 100,00
2 SULAWESI TENGAH Miliar Rp 6.125        538           972           103           980           1.885        1.091        692           2.385        14.771     14.491     

 % 41,47 3,64 6,58 0,70 6,63 12,76 7,39 4,68 16,15 100,00
3 SULAWESI SELATAN Miliar Rp 12.924     4.035        6.241        451           2.328        7.035        3.651        2.882        5.004        44.551     44.458     

 % 29,01 9,06 14,01 1,01 5,23 15,79 8,20 6,47 11,23 100,00
4 SULAWESI TENGGARA Miliar Rp 3.469        519           887           70              816           1.577        789           576           1.306        10.009     10.009     

 % 34,66 5,19 8,86 0,70 8,15 15,76 7,88 5,75 13,05 100,00
5 GORONTALO Miliar Rp 773           26              202           14              203           345           259           215           483           2.520        2.520        

 % 30,67 1,03 8,02 0,56 8,06 13,69 10,28 8,53 19,17 100,00
6 SULAWESI BARAT Miliar Rp 1.917        28              293           16              177           502           119           234           589           3.875        3.875        

 % 49,47 0,72 7,56 0,41 4,57 12,95 3,07 6,04 15,20 100,00
Miliar Rp 28.356     5.973        9.800        770           7.033        13.723     7.759        5.617        12.125     91.156     

 % 31,11 6,55 10,75 0,84 7,72 15,05 8,51 6,16 13,30 100,00
Keterangan: 

** ) Angka Sangat Sementara
1 = PERTANIAN 5 = KONTRUKSI 9 =  JASA-JASA
2 = PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 6 = PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 10 = PDRB
3 = INDUSTRI PENGOLAHAN 7 = PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 11 = PDRB TANPA MIGAS
4 = LISTRIK,GAS & AIR BERSIH 8 = KEUANGAN,REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN

SULAWASI

Kode Propvinsi
Lapangan Usaha

Satuan
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2.3.2.      Sektor Unggulan 
 

Hingga tahun 2009, Wilayah Sulawesi menyumbang sekitar 4,52 persen dalam pembentukan 
perekonomian nasional.  Namun posisi Sulawesi strategis dalam mendukung keseimbangan 
perekonomian wilayah Indonesia Timur. 

Sektor unggulan wilayah Sulawesi adalah produk industri makanan dan minuman, industri 
makanan dan minuman, sektor bangunan, dan perdagangan yang mendominasi hampir di setiap 
provinsi di pulau Sulawesi.  Namun demikian, apabila ditinjau secara keseluruhan, maka sektor kunci 
utama di pulau Sulawesi adalah industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi. Dengan 
demikian di Pulau Sulawesi terdapat sektor kunci dalam perekonomian, baik dilihat dari perspektif 
provinsi maupun pulau, yaitu: (1) Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi di Provinsi 
Sulawesi Tenggara, (2) Industri makanan dan minuman di hampir setiap provinsi kecuali Provinsi 
Sulawesi Utara, (3) Sektor bangunan di hampir setiap provinsi serta (4) Perdagangan di semua 
provinsi wilayah pulau Sulawesi  

Produk unggulan wilayah Sulawesi yang berupa komoditas primer juga menjadi andalan 
ekspor nasional. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pusat penghasil padi dengan peran 63 persen 
dari total produksi wilayah dan 10, 3 persen produksi nasional. Di samping itu, Provinsi Sulawesi 
Selatan bersama dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah juga merupakan sentra produksi kakao 
yang mamasok sekitar 71 persen dari produk nasional. Sementara itu, Provinsi Gorontalo fokus pada 
produksi jagung. Hampir 50 persen produksi jagung wilayah Sulawesi berasal dari Provinsi Gorontalo, 
sedangkan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Teluk Tomini merupakan penghasil ikan dengan tingkat 
produksi mencapai hampir 47 persen dari total produksi wilayah. Komoditas perikanan yang 
memegang peranan penting dalam pendapatan ekspor di Provinsi Sulawesi Utara, antara lain ikan 
tongkol, kerapu, tuna, udang, rumput laut, teripang, dan mutiara. Potensi lainnya yang bisa 
dikembangkan sebagai sektor unggulan adalah wisata bahari taman laut dan wisata budaya.  
 
2.3.3.      Perdagangan Antar Pulau dan Antar provinsi 
 

Berdasarkan Buku III RPJMN RPJMN 2010-2014 menunjukkan bahwa Secara keseluruhan  
hasil produksi yang digunakan sendiri di masing-masing wilayah mencapai 74,40 persen, 
diperdagangkan antarwilayah mencapai 8,59 persen, dan diekspor ke luar negeri mencapai 17,01 
persen. Untuk perdagangan antar wilayah pulau diperoleh informasi bahwa perdagangan hasil 
produksi (output) antarwilayah bahwa pusat perdagangan masih terbatas di Jawa-Bali. Keterkaitan 
perdagangan antara Jawa-Bali dengan wilayah pulau lain mencapai 99,33 persen, sedangkan 
perdagangan hasil produksi antarwilayah di luar Jawa Bali hanya 0,67 persen. Perdagangan hasil 
produksi antara wilayah secara nasional menunjukkan bahwa keterkaitan perdagangan antara Jawa-
Bali dengan Sumatera mencapai 4,77 persen dari total nilai output, antara wilayah Jawa-Bali dengan 
Kalimantan mencapai 1,43 persen, antara wilayah Jawa-Bali dengan Sulawesi mencapai 0,84 persen, 
antara wilayah Jawa-Bali dengan Maluku mencapai 0,07 persen, antara wilayah Jawa-Bali dengan 
Papua mencapai 0,42 persen, dan antara wilayah Jawa-Bali dengan Nusa Tenggara mencapai 0,39 
persen.  
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Gambar 2.2 

Aliran Output Produksi Antarwilayah (Dalam Persen terhadap 
Total Output Nasional) 

Tabel 2-2C. Produk Domestik Regioal  Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 ( Miliar Rp.)  Tahun 2008**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 SULAWESI UTARA Miliar Rp 3.148        827           1.205        116           2.529        2.379        1.850        1.018        2.358        15.430     15.403     

 % 20,40 5,36 7,81 0,75 16,39 15,42 11,99 6,60 15,28 100,00
2 SULAWESI TENGAH Miliar Rp 6.125        538           972           103           980           1.885        1.091        692           2.385        14.771     14.491     

 % 41,47 3,64 6,58 0,70 6,63 12,76 7,39 4,68 16,15 100,00
3 SULAWESI SELATAN Miliar Rp 12.924     4.035        6.241        451           2.328        7.035        3.651        2.882        5.004        44.551     44.458     

 % 29,01 9,06 14,01 1,01 5,23 15,79 8,20 6,47 11,23 100,00
4 SULAWESI TENGGARA Miliar Rp 3.469        519           887           70              816           1.577        789           576           1.306        10.009     10.009     

 % 34,66 5,19 8,86 0,70 8,15 15,76 7,88 5,75 13,05 100,00
5 GORONTALO Miliar Rp 773           26              202           14              203           345           259           215           483           2.520        2.520        

 % 30,67 1,03 8,02 0,56 8,06 13,69 10,28 8,53 19,17 100,00
6 SULAWESI BARAT Miliar Rp 1.917        28              293           16              177           502           119           234           589           3.875        3.875        

 % 49,47 0,72 7,56 0,41 4,57 12,95 3,07 6,04 15,20 100,00
Miliar Rp 28.356     5.973        9.800        770           7.033        13.723     7.759        5.617        12.125     91.156     

 % 31,11 6,55 10,75 0,84 7,72 15,05 8,51 6,16 13,30 100,00
Keterangan: 

** ) Angka Sangat Sementara
1 = PERTANIAN 5 = KONTRUKSI 9 =  JASA-JASA
2 = PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 6 = PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 10 = PDRB
3 = INDUSTRI PENGOLAHAN 7 = PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 11 = PDRB TANPA MIGAS
4 = LISTRIK,GAS & AIR BERSIH 8 = KEUANGAN,REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN

SULAWASI

Kode Propvinsi
Lapangan Usaha

Satuan

 
 

Lebih lanjut perkembangan ekspor-impor Sulawesi selama tahun 2005-2008 disajikan pada 
Tabel 2.3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai ekspor Sulawesi cenderung meningkat dari US 
$ 2024,800 (2005) menjadi US $ 4459,300 (2009) ; nilai impor juga meningkat dari US $ 368,500 (2005) 
menjadi US $ 431,600 (2009). Surplus perdagangan pulau Sulawesi meningkat dari US $ 1656,300 (2005) 
menjadi US $ 4027,700 (2008). Pusat perdagangan wilayah Sulawesi masih didominasi Sulawesi Selatan. 
Dengan pendukung Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.  
   

Tabel 2.3 
Perkembangan Ekspor Non Migas di Pulau Sulawesi Tahun 2005-2009  

(US $ juta) 
 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Sulawesi 2024,8 2632,5 3928,2 4459,3 368,5 379,2 385,2 431,6 1656,3 2253,3 3543 4027,7

1 Sulawesi Utara 343,7 191,1 514,6 645,3 6,9 45,9 19,9 46,7 336,8 145,2 494,7 598,6
2 Gorontalo 7,1 14,7 21,2 34,2 0 0 5,1 7,5 7,1 14,7 16,1 26,7
3 Sulawesi Tengah 142,0 202,0 207,2 267,3 5,3 9,3 3,4 8,6 136,7 192,7 203,8 258,7
4 Sulawesi Selatan 1402,4 1874,0 2771,3 2978,3 306,3 322,8 356,8 364,3 1.096,1 1.551,2 2.414,5 2.614,0
5 Sulawesi Tenggara 129,6 350,7 413,9 534,2 50 1,2 0 4,5 79,6 349,5 413,9 529,7
6 Sulawesi Barat 0,0 0,0 0,0 0,0

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 17.953,3 21.815,6 27.546,2 19.820,0 2.868,5 3.354,1 4.206,0 8.227,5 15.084,8 18.461,5 23.340,2 11.592,6
2 Jawa dan Bali 36.723,5      42.025,4   46.952,2   50.477,6  35.020,7   35.291,5    45.876,9    45.039,1    1.566,8     6.463,1     831,9       5.438,5     
3 Kalimantan 6.080,3 7.818,4 8.500,1 8735,5 1253,8 2107,7 1186,9 1334,6 4826,5 5710,7 7313,2 7400,9
4 Sulawesi 2024,8 2632,5 3928,2 4.459,3    368,5       379,2        381,8         431,6         1.656,3     2.253,3     3.546,4    4.027,7     
5 Nusa Tenggara 899,3           1.223,3    1.071,3     1.247,6    203,6       290,5        245,6         257,9         695,7        932,8        825,7       989,7        
6 Maluku 162,6           246,9       519,2        512,0 7,9           15,7          11,5           11,2 154,7        231,2        507,7       500,8
7 Papua 2.584,7        3.826,9    3.495,1     3.645,7    520,3       664,0        632,2         756,2         2.064,4     3.162,9     2.862,9    2.889,5     

INDONESIA 66.428,5      79.589,0   92.012,3   88.897,8  40.243,3   42.102,7    52.540,9    56.058,1    26.049,2   37.215,5   39.228,0  32.839,7   

No Provinsi
Perkembangan Ekspor (US $ juta) Perkembangan Impor (US $ juta)  Neraca Ekspor-Impor (US $ juta)

 
Sumber : BPS, diolah. 

 
Komoditi dari Pulau Sulawesi diekspor ke berbagai negara di dunia. Untuk ekspor ke negara-

negara Asia Pasifik terutama Jepang, China, Malaysia, Vietnam, Bangladesh, Uni Emirat Arab, 
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Singapura, Untuk benua Afrika, terutama Mozambique, Madagaskar. Untuk negara lainnya, terutama 
Amerika Serikat, Brasilia, Belanda dan  Australia.  Menurut 2 digit HS,  ekspor Sulawesi pada tahun 
2008 terdiri atas 97 jenis komoditi. Beberapa komoditi yang bernilai ekspor tinggi antara lain: (1) 
nikel dengan volume  133 ribu ton dan nilai sekitar FOB US $ 1634 juta (2) biji kakao, dengan volume 
sekitar 224 ribu ton dan nilai FOB sekitar US $ 547 juta, (3) kayu dan barang dari kayu dengan volume 
sekitar 87 ribu ton dan nilai FOB US $ 96,45 juta (4)  minyak nabati, dengan volume 124 ribu ton dan 
nilai FOB US $ 52,4 juta. Selain komoditas unggulan di atas terdapat komoditas lain seperti pakan 
ternak, biji-bian berminyak, ikan dan udang beku, kelompok garam, belerang dan kapur, kelompok 
benda-benda dari batu, gips, semen.  

Impor Sulawesi, terutama berasal dari negara Singapura, Jepang, Cina, Malaysia, Thailand, 
Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Federasi Rusia.  Menurut 2 digit HS,  impor Sulawesi pada 
tahun 2008, terdapat beberapa komoditi yang bernilai impor tinggi antara lain: (1) gandum-
ganduman, dengan volume 769 ribu ton dan nilai US $ 528 juta (2) bahan bakar minyak/fueel dengan 
volume 453 ribu ton dan nilai US $ 378 juta (3) bahan kimia anorganik, dengan volume 87 ribu ton 
dan nilai US $ 28 juta (4) pupuk, dengan volume 7,9 ribu ton dan nilai US $ 6, 8 juta. 

Kegiatan ekspor-ekspor barang Sulawesi terutama dilakukan dari 3 pelabuhan utama yaitu 
Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), Pantoloan (Sulawesi Tengah) dan Bitung (Sulawesi Utara) 
Ekspor dari Pelabuhan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai ekspor 
Sulawesi secara keseluruhan, karena hampir seluruh ekspor biji kakao yang merupakan komoditi 
ekspor utama Sulawesi dilakukan dari Pelabuhan Makassar. Selain biji kakao, selama tahun 2008 juga 
tercatat adanya ekspor golongan Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03) dari Makassar yang mencapai 
90,22 persen dari keseluruhan ekspor golongan HS03. Nikel dari Pelabuhan Pantoloan Sedangkan 
komoditi yang diekspor dari Pelabuhan Bitung terutama adalah minyak sawit dan golongan Ikan & 
Hewan Air (HS03) serta dan Kayu & Barang-barang dari Kayu (HS44).  
                Produk perdagangan tersebut terutama berkait dengan aktivitas  bongkar muat antar pulau 
maupun antar negara di pelabuhan laut dan bandar udara di wilayah Sulawesi. Pada tahun 2009, terdapat 
81 pelabuhan laut yang diusahakan oleh PT PELINDO,  3 pelabuhan berskala internasional, yaitu Pelabuhan 
Bitung (Sulawesi Utara), Pantoloan (Sulawesi Tengah) dan Makassar (Sulawesi Selatan), 7 berskala nasional 
dan 71 pelabuhan berskala lokal, yang melayani perdagangan antar pulau dan dalam wilayah Pulau 
Sulawesi. Pelabuhan ini tidak diusahakan PT PELINDO umumnya  diusahakan pemerintah daerah setempat.  
Di wilayah Pulau Sulawesi pada tahun 2009 terdapat 30 bandara dengan status 2 berskala internasional, 24 
domestik dan 4 lapangan terbang lokal/khusus. Kegiatan bongkar muat melalui transportasi udara, terdapat 
dua bandara yang potensial, yaitu SamRatulangi (Sulawesi Utara) dan Hasanddin (Sulawesi Selatan). 
Selanjutnya kegiatan perdagangan antar pulau dan luar negeri yang tercatat berdasarkan volume bongkar 
muat perdagangan melalui pelabuhan disajikan pada Tabel 2.3A, dan 2.3B, sedangkan yang melalui bandar 
udara disajikan pada Tabel 2.3C.    

Tabel 2.3A 
Volume Bongkar –Muat Perdagangan Antar Pulau dan Luar Negeri 

Melalui Pelabuhan Diusahakan Wilayah Pulau Sulawesi, Tahun 2009. 
 

No Wilayah Pulau/ Jumlah  
Provinsi Pelabuhan Bongkar Muat (M-B) Bongkar Muat (M-B)

1 Sulawesi Utara 2 809846 176851 -632995 45944 295858 249914
2 Sulawesi Tengah 3 709891 1263916 554025 0 102025 102025
3 Sulawesi Selatan 2 6938495 3858301 -3080194 1199458 667821 -531637
4 Sulawesi Tenggara 1 459438 14550 -444888 0 0 0
5 Gorontalo 1 360475 54990 -305485 0 73921 73921
6 Sulawesi Barat 0

Pulau Sulawesi 9 9278145 5368608 -3909537 1245402 1139625 -105777
% Indonesia 10,59 5,80 4,90 3,18 0,75
Indonesia 85 159.836.222 109.577.820 50.258.402 39.103.018 152.639.355 113.536.337

Sumber: Statistik Transportasi , BPS 2010

Antar Pulau (ton) Luar Negeri (ton)
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Tabel 2.3B 
Volume Bongkar –Muat Perdagangan Antar Pulau dan Luar Negeri 

Melalui Pelabuhan Tidak Diusahakan Wilayah Pulau Sulawesi, Tahun 2009. 
 
No Wilayah Pulau/ Jumlah  

Provinsi Pelabuhan Bongkar Muat (M-B) Bongkar Muat (M-B)
1 Sulawesi Utara 4 566059 173991 -392068 0 0 0
2 Sulawesi Tengah 14 803759 1710639 906880 3922 817794 813872
3 Sulawesi Selatan 13 1744425 2329689 585264 393119 179431 -213688
4 Sulawesi Tenggara 20 1174266 502598 -671668 8799 2475230 2466431
5 Gorontalo 3 80994 233820 152826 0 48990 48990
6 Sulawesi Barat 16 186407 700347 513940 22378 186670 164292

Pulau Sulawesi 70 4555910 5651084 1095174 428218 3708115 3279897
% Indonesia 24,22 5,00 5,14 2,49 3,22
Indonesia 289 91154764 109953778 19565700 17197702 115222895 98025193
Sumber: Statistik Transportasi , BPS 2010

Antar Pulau (ton) Luar Negeri (ton)

 
 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelabuhan di wilayah Sulawesi mempunyai kontribusi yang 
relatif kecil dalam perdagangan antar pulau maupun luar negeri. Pada pelabuhan yang diusahakan dengan 
pangsa bongkar antar pulau hanya 5,80 persen nasional dan pangsa muat sekitar 4,90 persen nasional. 
Untuk perdagangan luar negeri dengan  pangsa bongkar sekitar 3,18 persen dan muat mencapai 0,75 
persen nasional. Pada pelabuhan yang tidak diusahakan  pangsa bongkar antar pulau mencapai 5,00 persen 
nasional dan pangsa muat barang sekitar 5,14 persen nasional. Untuk perdagangan luar negeri dengan  
pangsa bongkar sekitar 2,49 persen dan muat mencapai 3,22 persen nasional. Sementara itu, untuk 
perdagangan melalui bandar udara kontribusi wilayah Sulawesi, dalam jumlah kecil dilayani melalui bandara 
Sam Ratulangi, Sulawesi Utara dan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Namun kontribusi  perdagangan melalui 
transportasi udara relatif kecil dibandingkan volume nasional.    
 

Tabel 2.3C 
Volume Bongkar –Muat Perdagangan Antar Pulau dan Luar Negeri 

Melalui Bandara di Wilayah Pulau Sulawesi, Tahun 2009. 
 

No Wilayah Pulau/
Provinsi Nama Bandara Kota Bongkar Muat (M-B)

1 Sulawesi Utara Sam Ratulangi Manado 93.562              335.139            241.577          
2 Sulawesi Tengah -                        
3 Sulawesi Selatan Hasannudin Makassar -                          143.058            143.058          
4 Sulawesi Tenggara
5 Gorontalo
6 Sulawesi Barat

Sulawesi 93562 478197 384635
% Indonesia 0,07 0,30

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 4400633 4271640 -128993
2 Jawa dan Bali 125786123 151827884 26041761
3 Kalimantan 2735805 1305239 -1430566
4 Sulawesi 93562 478197 384635
5 Nusa Tenggara 26867 20638 -6229
6 Maluku 0 0 0
7 Papua 0 0 0

Indonesia 133042990 157903598 24860608

Jumlah Barang yang Dibongkar dan Dimuat  (ton)

 
Sumber: Statistik Transportasi, diolah. BPS 2010. 
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2.3.4.      Investasi 

 
Kegiatan investasi di wilayah Sulawesi selama tahun 2005-2009 masih didominasi penanaman 

modal dalam negeri (PMDN). Jumlah izin usaha tetap cenderung meningkat, namun realisasi 
cenderung fluktuatif. PMDN wilayah Sulawesi pada tahun 2005 sebesar 1,31 persen dari total PMDN 
nasional dan pada tahun 2009 kontribusi menurun menjadi sebesar 1,61 persen terhadap total 
PMDN nasional. Penanaman modal asing (PMA) di wilayah Sulawesi cenderung kecil. Kontribusi PMA 
di wilayah Sulawesi adalah sebesar 1,75 persen terhadap total PMA secara nasional pada tahun 2005 
dan meningkat menjadi sebesar 3,14 persen terhadap total PMA secara nasional pada tahun 2009.  
 

Tabel 2.4A 
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN  di Wilayah Pulau Sulawesi  

Tahun 2005-2009 
 

No Provinsi
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Sulawesi        6        9      10      14       16        145,3           15,5         79,6         65,4       141,6 
1 Sulawesi Utara 3 2 1 2 6 16,0         1,3 9,7 35,5 57,7
2 Gorontalo 2 -       -       -       -         62,2         -               -              -              -              
3 Sulawesi Tengah 2 1 1 1 -              0,6 7,1 1,5 3,3
4 Sulawesi Selatan 1 4 8 10 6 67,1         13,2 62,8 27,9 77,0
5 Sulawesi Tenggara -       1 -       1 3 -              0,4 - 0,5 3,6
6 Sulawesi Barat -       -       -       -       -         -              -               - - -

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 40 28 30 34 39 1.224,6 898,1 1.398,5 1.009,9 776,1
2 Jawa dan Bali 153   108   114   185   179 7.348,7 4.515,3 8.553,9 13.647,7 9.597,7
3 Kalimantan 11     16     11     12     22 181,8 534,8 300,6 115,2 284,4
4 Sulawesi        6        9      10      14       16 145,3 15,5 79,6 65,4 141,6
5 Nusa Tenggara 8 8 6       9       8        5,1 7,3 6             15           7             
6 Maluku 4 1 -       -       2        9,1 20,0 -              -              6             
7 Papua 4 2 -       3 1 43,1 403,5 -              294,7 41,0

INDONESIA 909 868 984 1137 1221 8957,7 6394,5 10338,9 15147,6 10853,4

Jumlah lokasi Izin Usaha Tetap Jumlah Realisasi Nilai Iinvestasi (Rp miliar)

 
 

Tabel 2.4B 
Perkembangan Realisasi Investasi PMA  di Wilayah Pulau Sulawesi  Tahun 2005-2009 

 
No Provinsi

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
Sulawesi        5        4        5        5        7        509,0           68,6       3.882       1.147       1.187 

1 Sulawesi Utara 3 - 1 1 1 35,3 - 624,0 42,2 49,5
2 Gorontalo - - - - - - - - - -
3 Sulawesi Tengah - - 2 - - - - 487,6 - -
4 Sulawesi Selatan 2 4 1 4 6 473,7 68,6 1,1 1105,2 1137,9
5 Sulawesi Tenggara - - 1 - - - - 2768,9 - -
6 Sulawesi Barat - - - - - - - - - -

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 40 28 30 34 39 13.501,7 4.504,9 10.754,5 4.765,8 7.819,4
2 Jawa dan Bali 153   108   114   185   179 14.902,2 13.071,5 18.684,6 12.259,5 25.784,4
3 Kalimantan 11     16     11     12     22 29,3 2.536,1 1.558,0 1.821,4 2.934,4
4 Sulawesi        5        4        5        5        7 509,0 68,6 3.881,6 1.147,4 1.187,4
5 Nusa Tenggara 3 3 -       -       -       19,7 64,2 -              -              -              
6 Maluku 1 1 -       -       -       0,9 0,2 -              -              -              
7 Papua 4 2 -       3 1 43,1 403,5 -              294,7 41,0

INDONESIA 215 162 159 239 248 29.005,9 20.649,0 34.878,7 20.288,8 37.766,6

Jumlah lokasi Izin Usaha Tetap Jumlah Realisasi Nilai Iinvestasi (US $ 000)
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No Provinsi
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Sulawesi        5        4        5        5        7        509,0           68,6       3.882       1.147       1.187 
1 Sulawesi Utara 3 - 1 1 1 35,3 - 624,0 42,2 49,5
2 Gorontalo - - - - - - - - - -
3 Sulawesi Tengah - - 2 - - - - 487,6 - -
4 Sulawesi Selatan 2 4 1 4 6 473,7 68,6 1,1 1105,2 1137,9
5 Sulawesi Tenggara - - 1 - - - - 2768,9 - -
6 Sulawesi Barat - - - - - - - - - -

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 40 28 30 34 39 13.501,7 4.504,9 10.754,5 4.765,8 7.819,4
2 Jawa dan Bali 153   108   114   185   179 14.902,2 13.071,5 18.684,6 12.259,5 25.784,4
3 Kalimantan 11     16     11     12     22 29,3 2.536,1 1.558,0 1.821,4 2.934,4
4 Sulawesi        5        4        5        5        7 509,0 68,6 3.881,6 1.147,4 1.187,4
5 Nusa Tenggara 3 3 -       -       -       19,7 64,2 -              -              -              
6 Maluku 1 1 -       -       -       0,9 0,2 -              -              -              
7 Papua 4 2 -       3 1 43,1 403,5 -              294,7 41,0

INDONESIA 215 162 159 239 248 29.005,9 20.649,0 34.878,7 20.288,8 37.766,6

Jumlah lokasi Izin Usaha Tetap Jumlah Realisasi Nilai Iinvestasi (US $ 000)

 
Sumber : BPS dan BKPM, diolah. Tahun2009, data sementara 
 
2.4. Kinerja Bidang Sosial Budaya 
 
2.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Sulawesi selama kurun waktu 2005-2009 
mengalami peningkatan. Di Provinsi Sulawesi Utara IPM tahun 2005 sebesar 74,21 telah meningkat 
menjadi 75,68 di tahun 2009. Demikian pula di provinsi lainnya, berturut-turut Sulawesi Tengah, dari 
68,47 (2005) menjadi 70,70 (2009); Sulawesi Selatan, dari 68,06 (2005) menjadi 70,94 (2009); 
Sulawesi Tenggara, dari 67,52 (2005) menjadi 69,52 (2009); Gorontalo, dari 67,46 (2005) menjadi 
69,79 (2009) dan Sulawesi Barat, dari 65,72 (2005) menjadi 69,18 (2009). Peningkatan IPM pada 
tahun 2009 tersebut, sebagian telah meningkatkan posisi pada ranking nasional, seperti Provinsi 
Sulawesi Selatan dari ranking 23 menjadi ranking 20 nasional dan Provinsi Sulawesi barat dari ranking 
29 menjadi ranking 27 nasional. Sementara itu untuk provinsi lainnya relatif pada posisi yang tetap. 
Sulawesi Utara, pada ranking 2 nasional, Sulawesi Tengah ranking 22, Sulawesi Tenggara pada 
ranking ke 25 nasional dan Gorontalo pada ranking. 24 nasional. Dalam perkembangan IPM, 
persoalannya lebih banyak muncul dalam aspek kesehatan. Perkembangan IPM Wilayah Sulawesi 
pada tahun 2005 - 2009 dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.5. 
 

Gambar 2.3 
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Sulawesi Tahun 2005-2009  

 

Grafik Indeks Pembangunan Manusia
Pulau Sulawesi Tahun 2005 - 2009
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Tabel 2.5 
Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sulawesi dan Nasional Tahun 2005-2009 

 

IPM Ranking IPM Ranking IPM Ranking IPM Ranking IPM Ranking
1 Sulawesi Utara 74,21 2 74,37 2 74,68 2 75,16 2 75,68 2
2 Sulawesi Tengah 68,47 21 68,85 22 69,34 22 70,09 22 70,7 22
3  Sulawesi Selatan 68,06 23 68,81 23 69,62 21 70,22 21 70,94 20
4  Sulawesi Tenggara 67,52 24 67,80 25 68,32 25 69,00 25 69,52 25
5  Gorontalo 67,46 25 68,01 24 68,83 24 69,29 24 69,79 24
6 Sulawesi Barat 65,72 29 67,06 29 67,72 28 68,55 27 69,18 27

Indonesia (BPS) 69,57 70,10 70,59 71,17 71,76

2007 2008 20092005 2006
No Provinsi

 
 
 2.4.2.    Pendidikan 
 

Di wilayah Sulawesi masalah pendidikan sebagaimana diindikasikan oleh angka Rata-rata 
Lama Sekolah (RLS) selama periode 2005-2009, relatif bervariasi di tiap provinsi. Pada tahun 2005, 
terdapat tiga provinsi yang RLS berada di bawah nasional (7,3), yaitu Provinsi Sulawesi Selatan 7,0; 
Gorontalo 6,8 dan Sulawesi barat 6,0. Pada tahun 2009 RLS, ketiganya cenderung naik, RLS Provinsi 
Sulawsi Selatan meningkat menjadi 7,4; Gorontalo menjadi 7,2 dan Sulawesi Barat menjadi 7,1, 
namun masih berada pada RLS nasional 7,7. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di wilayah 
Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut  
 

Gambar 2.4 
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Wilayah Sulawesi Tahun 2005-2009 

 

Grafik Rata-rata Lama Sekolah
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Tabel  2.6 
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas   

Wilayah Pulau Sulawesi (tahun), 2005-2009 
 

No Provinsi  
Tahun 

Rata-rata 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Sulawesi Utara 8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 8,8 
2 Sulawesi Tengah 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 7,7 
3 Sulawesi Selatan 7,0 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2 
4 Sulawesi Tengggara 7,6 7,6 7,7 7,7 7,9 7,7 
5 Gorontalo 6,8 6,8 6,9 6,9 7,2 6,9 
6 Sulawesi Barat  6,0 6,3 6,5 7,0 7,1 6,6 

Nasional 7,3 7,4 7,5 7,5 7,7 7,5 
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2.4.3.   Kesehatan 
 

Dalam aspek kesehatan, nilai Umur Harapan Hidup (UHH) selama periode tahun 2007-2010 
di provinsi seluruh wilayah Sulawesi telah meningkat. Di Provinsi Sulawesi Utara, UHH dari 74,0 tahun 
(2007) menjadi 74,9 (2010). Demikian pula di provinsi lainnya, berturut-turut Sulawesi Tengah, dari 
68,2 (2007) menjadi 68,9 (2010); Sulawesi Selatan, dari 70,2 (2007) menjadi 70,8 (2010); Sulawesi 
Tenggara, dari 69,7 (2007) menjadi 70,4 (2010); Gorontalo, dari 69,2 (2007) menjadi 70,1 (2010) dan 
Sulawesi Barat, dari 70,2 (2007) menjadi 70,8 (2010). Namun peningkatan UHH tersebut masih 
tergolong rendah. Nilai ranking UHH di Pulau Sulawesi, kecuali Sulawesi Utara pada tahun 2010 
masih di bawah UHH nasional, yaitu 70,9. Di wilayah Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah 
permasalahan berupa rendahnya pemenuhan gizi ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta 
rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Permasalahan ini disebabkan oleh kurang 
optimalnya pelayanan kesehatan sebagai konsekuensi dari jauhnya lokasi pelayanan dari pusat 
layanan, kurangnya sarana transportasi, serta kurang memadainya sarana kesehatan dan tenaga 
kesehatan. Selanjutnya UHH wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 2.7. 
 

Gambar 2.5 
Angka Harapan Hidup Wilayah Pulau Sulawesi Dibanding Nasional ,  

2007-2010  (tahun) 
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Tabel 2.7  
Angka Harapan Hidup Wilayah Pulau Sulawesi, 2007-2010  (tahun) 

 

No Provinsi 2007 2008 2009 2010 

1  Sulawesi Utara   74,4 74,6 74,8 74,9 
2  Sulawesi Tengah   68,2 68,4 68,6 68,9 
3  Sulawesi Selatan   70,2 70,4 70,6 70,8 
4  Sulawesi Tenggara   69,7 69,9 70,2 70,4 
5  Gorontalo   69,2 69,5 69,8 70,1 
6  Sulawesi Barat   70,2 69,9 70,6 70,8 

  Indonesia   70,4 70,5 70,7 70,9 
 Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS   
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2.4.4. Angkatan Kerja dan Pengangguran 
 
Jumlah penduduk di wilayah Sulawesi adalah sekitar 17,1 juta jiwa atau 7,25 persen dari total 

penduduk nasional, dengan kepadatan 32 jiwa per km2. Persebaran penduduk di wilayah Sulawesi 
terkonsentrasi di wilayah pantai Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Pada wilayah 
pemekaran seperti Sulawesi Barat dan Gorontalo cenderung penduduknya jarang. Sebagian besar 
penduduk Maluku tersebar di perdesaan. Jumlah pengangguran secara relatif di Sulawesi masih 
tergolong tinggi (lihat Tabel 2-8). Jumlah pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi tahun 2006 
sekitar 722 890 jiwa (9,5 persen) cenderung menurun menjadi 556 200 jiwa (10,5 persen) pada tahun 
2010. Pada tahun 2010, jumlah pengagguran terbanuak di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 294 400 
jiwa (8,0 persen). Namun di wilayah Provinsi Sulawesi Utara walaupun lebih sedikit, 112 600 jiwa, 
namun secara relatif  lebih tinggi, yaitu mencapai 10,5 persen. Pengangguran di wilayah Sulawesi 
erat kaitannya ketersediaan lapangan kerja. Respon pengangguran terhadap angkatan kerja adalah 
elastis baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

 
Tabel 2.8 

Jumlah dan Persentase Pengangguran Terbuka di Wilayah Pulau Sulawesi 
Tahun 2006-2010. 

 
No Provinsi Rata-2

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006-10
Sulawesi 722,890 721,170 676,700 576,130 556,200 9,5 8,4 8,1 6,6 6,2 7,8

1 Sulawesi Utara 135,460 141,650 129,300 114,530 112,600 13,7 13,0 12,4 10,6 10,5 12,0
2 Gorontalo 36,760 29,460 29,810 23,430 24,500 9,8 7,3 7,0 5,1 5,1 6,8
3 Sulawesi Tengah 93,830 77,820 88,430 63,150 63,000 8,9 7,0 7,3 5,1 4,9 6,6
4 Sulawesi Selatan 370,310 384,810 343,760 296,560 284,400 12,3 12,0 10,5 8,7 8,0 10,3
5 Sulawesi Tenggara 66,690 68,690 58,250 53,070 49,300 7,4 6,9 6,0 5,4 4,8 6,1
6 Sulawesi Barat 19,840 18,740 27,150 25,390 22,400 4,6 4,1 5,7 4,9 4,1 4,7

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 2.449,610 2.030,000 1.804,990 1.739,880 1.600,100 9,4 8,0 6,8 6,4 5,7 7,3
2 Jawa dan Bali 6.912,130 6.834,930 6.074,230 4.045,720 5.583,800 10,4 10,1 8,8 8,7 8,2 9,2
3 Kalimantan 479,890 489,280 453,060 459,700 437,100 8,3 8,1 7,4 7,0 6,4 7,4
4 Sulawesi 722,890 721,170 676,700 576,130 556,200 9,5 8,4 8,1 6,6 6,2 7,8
5 Nusa Tenggara 287,370 243,280 189,570 190,100 206,100 7,0 5,8 4,4 4,5 4,6 5,3
6 Maluku 112,210 110,210 90,570 90,310 82,500 12,1 11,4 9,0 8,5 7,6 9,7
7 Papua 79,130 86,190 83,130 72,880 76,200 6,2 6,7 6,0 5,0 5,0 5,8
INDONESIA 11.104,690 10.547,920 9.427,590 9.258,960 8.592,700 10,4 9,8 8,5 8,1 7,4 8,1

 % Pengangguran TerbukaJumlah Pengangguran (jiwa)

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah. 
 
2.4.5. Kemiskinan 
 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB perkapita wilayah Sulawesi terus mengalami 
peningkatan yang signifikan, tetapi pendapatan perkapita wilayah Sulawesi sebagai pusat kegiatan 
perekonomian Indonesia Bagian Timur relatif masih jauh tertinggal jika dibanding dengan wilayah 
Jawa dan Bali.  

Tabel  2.9 
Pendapatan per Kapita di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010 

 
No Provinsi PDRB / Kapita (Rp 000)   

    2005 2006 2007 2008 2009 
  Sulawesi 4.685 4.931 5.193 5.513 5.810 

1 Sulawesi Utara 5945 6222 6559 6988 7.465 
2 Gorontalo 5083 2294 2436 2593 2.755 
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3 Sulawesi Tengah 4863 5383 5711 6057 6.400 
4 Sulawesi Selatan 4126 5118 5368 5706 5.983 
5 Sulawesi Tenggara 2166 4347 4594 4824 5.084 
6 Sulawesi Barat  3152 3317 3509 3751 3.919 

  Antar Wilayah Pulau           
1 Sumatera 7.970 8.245 8.508 8.778 8.930 
2 Jawa dan Bali 7.817 8.182 8.599 9.016 9.355 
3 Kalimantan 12.699 12.949 13.171 13.625 13.857 
4 Sulawesi 4.685 4.931 5.193 5.513 5.810 
5 Nusa Tenggara 2.983 3.037 3.132 3.185 3.354 
6 Maluku 2.512 2.610 2.720 2.815 2.932 
7 Papua 9.596 8.611 8.907 8.962 10.015 

  INDONESIA 7.688 7.982 8.326 8.683 8.975 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah. 

 
Rendahnya pendapatan penduduk menyebabkan tingginya angka kemiskinan di wilayah 

Pulau Sulawesi, walaupun secara bertahap mengalami penurunan dari rentang waktu tahun 2005 - 
2010. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi tahun 2006 sebesar 2,86 juta orang (20,9 persen) 
telah menurun menjadi 2,35 juta orang (13,4 persen) di tahun 2010. pada tahun 2010, penduduk 
miskin terbanyak di Sulawesi Selatan, sebanyak 0,91 juta jiwa (11,4 persen) Sementara itu, di Provinsi 
Sulawesi Tenggara dan Gorontalo walaupun relatif sedikit yaitu sebesar 0,40 juta orang dan 0,21 juta 
orang, namun secara relatif lebih tinggi dibanding Sulawesi Selatan, yaitu 16,8 persen dan 20,2 
persen. Perkembangan jumlah dan persentase angka kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 2.10.  
 

Tabel  2.10 
Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2010 

 
No Province Rata2

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006-10
Sulawesi     2.860,7     2.788,1     2.608,5     2.490,2     2.347,1 20,9 19,3 17,6 16,7 13,4 17,6

1 Sulawesi Utara 249,4      250,1 223,5      219,56 206,7 14,5 11,4 10,1 9,8 9,1 11,0
2 Gorontalo 273,8      241,9 221,6      224,62 209,9 31,5 27,4 24,9 25,0 20,2 26,4
3 Sulawesi Tengah 553,5      557,4 524,7      489,84 475,0 23,7 22,4 20,8 19,0 16,8 20,8
4 Sulawesi Selatan 1.112,0    1083,4 1.031,7    963,56 913,4 14,0 14,1 13,3 12,3 11,4 13,1
5 Sulawesi Tenggara 466,8      465,4 435,9      434,34 400,7 22,9 21,3 19,5 18,9 18,0 19,9
6 Sulawesi Barat 205,2      189,9 171,1      158,23 141,3 18,6 19,0 16,7 15,3 12,2 16,6

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera     8.220,3     7.843,2     7.294,0        6.780 6652,6 16,1 16,5 15,1 13,9 13,2 15,0
2 Jawa dan Bali   22.694,8   21.321,2   20.191,6      18.611 17494,8 15,6 16,0 15,0 13,7 12,5 14,5
3 Kalimantan     1.453,5     1.352,9     1.214,1        1.016 1017,9 11,2 10,1 9,0 7,3 7,4 9,0
4 Sulawesi     2.860,7     2.788,1     2.608,5        2.490 2347,1 20,9 19,3 17,6 16,7 13,4 17,6
5 Nusa Tenggara     2.430,0     2.282,0     2.178,9        2.064 2023,4 25,5 26,3 24,8 23,1 22,1 24,3
6 Maluku        535,4        514,6        496,4           478 469,7 20,1 21,6 20,5 19,3 18,3 20,0
7 Papua     1.100,8     1.060,2        979,6        1.017 1017,9 36,1 40,1 36,1 36,6 28,2 35,4
INDONESIA   39.011,4   36.895,4   34.716,6      32.199 30767,1 17,6 17,6 16,2 15,1 12,9 14,4

Jumlah penduduk Miskin (000 orang) Jumlah penduduk Miskin (%)

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah. 
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2.5. Kinerja Bidang Infrastruktur 
 
2.5.1.      Jaringan Jalan  
 
a.         Jalan  Nasional/Negara 
 

Panjang jalan nasional/negara di wilayah Pulau Sulawesi pada akhir tahun 2009 adalah 
sepanjang 7.800 km atau sekitar 20,22 persen dari total panjang jalan negara di seluruh Indonesia 
yang panjangnya 38.570 km. Berdasarkan kualitas jalan, sepanjang 6.259 km (80,24 persen) dalam 
kondisi mantab (baik dan sedang) dan sepanjang 1.541 km (19,76 persen) dalam kondisi tidak 
mantab (rusak ringan dan berat). Jaringan jalan negara terbesar terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi 
Tengah, 2.182 km (27,97 persen jalan nasional Sulawesi). Kondisi jalan negara di wilayah Pulau 
Sulawesi disajikan pada Tabel 2.11. 

Tabel 2.11 
Kondisi Jalan Negara Di Wilayah Sulawesi Tahun 2009 
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b. Jalan Provinsi 
 

Panjang jalan Provinsi di wilayah Pulau Sulawesi pada akhir tahun 2009 adalah sepanjang 
6.274 km atau sekitar 13,07 persen dari total panjang jalan provinsi di seluruh Indonesia yang 
panjangnya 48.020 km. Berdasarkan kualitas jalan, sepanjang 4.769 km (76,01 persen) dalam kondisi 
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mantab (baik dan sedang) dan sepanjang 1.505 km (23,99 persen) dalam kondisi tidak mantab (rusak 
ringan dan berat). Jaringan jalan provinsi terbesar terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, 
2.037 km (32,47 persen jalan provinsi Sulawesi). Kondisi jalan provinsi di wilayah Pulau Kalimantan 
disajikan pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12  
Kondisi Jalan Provinsi  Di Wilayah Sulawesi Tahun 2009 
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c. Jalan Kabupaten/Kota 
 

Panjang jalan Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Sulawesi pada akhir tahun 2009 adalah 
sepanjang 67.185 km atau sekitar 17,24 persen dari total panjang jalan Kabupaten/Kota di seluruh 
Indonesia yang panjangnya 389.747 km. Berdasarkan kualitas jalan, sepanjang 35,472 km (52,80 
persen) dalam kondisi mantab (baik dan sedang) dan sepanjang 31,713 km (47,20 persen) dalam 
kondisi tidak mantab (rusak ringan dan berat). Jaringan jalan kabupaten/kota terbesar terdapat di 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 29.698 km (44,20 persen jalan Kabupaten/Kota Sulawesi. Kondisi 
jalan Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Sulawesi disajikan pada Tabel 2.13. 
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Tabel 2.13 
Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Di Wilayah Sulawesi Tahun 2009 
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Berdasarkan PP 26/2008,  di seluruh Indonesia ditetapkan pengembangan 114 ruas jalan bebas 
hambatan (TOL) antar kota dan 37 ruas jalan TOL dalam kota seperti yang disajikan pada Tabel 2-14.  
Berdasarkan tabel tersebut, jumlah jalan TOL  di wilayah Pulau Sulawesi ditetapkan sebanyak 25 ruas TOL 
antar kota atau 21,93 persen total jalan TOL nasional dan 2 ruas TOL dalam kota. Untuk Wilayah Pulau 
Sulawesi, ruas jalan TOL antar kota yang terbanyak jumlahnya adalah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 
sebanyak 9 ruas serta Sulawesi Tengah sebanyak 6 ruas jalan.    
 

Tabel  2-14 
Pengembangan Ruas Jalan TOL di Wilayah Pulau Sulawesi 

 
No Wilayah Pulau/

Provinsi lokasi Antar Kota lokasi Dalam Kota
1 Sulawesi Utara (1)  Manado  –  Bitung  (2)  Manado-‐  

Tomohon (3) Tomohon-Amurang 
(4) Amurang-Kaiya (5) Isimu-Marisa 

2 Sulawesi Tengah (1)  Pantoloan–Palu  (2)  Molosipat-‐  
Kasimbar (3) Kasimbar-Tobali 
(4) Tobali-Poso (5) Poso-Tidantana 
(6)  Tobali  –  Pantoloan  

3 Sulawesi Selatan (1) Maros-Mandai-Makassar (2) Makas 2 Ujung Pandang I 
sar-Sungguminasa(3) Sungguminasa Makasar Seksi Iv 
Takalar (4) Pangkajene-Maros  
(5)  Makassar–Mandai  (6)  Tindantana
Palopo (7) Palopo-Pare-Pare (8) Pare
Pare–Pangkajene  (9)  Kairagi-‐Mapanget  

4 Sulawesi Tenggara 0
5 Gorontalo (1) Limboto-Gorontalo (2) Isimu- 

Gorontalo (3) Atingola-Isimu (4) isimu  
Marisa  (5)  Marisa  –  Molosipat  

6 Sulawesi Barat
Pulau Sulawesi 25 2

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 22 4
2 Jawa dan Bali 49 31
3 Kalimantan 18 0
4 Sulawesi 25 2
5 Nusa Tenggara 0 0
6 Maluku 0 0
7 Papua 0 0

INDONESIA 114 37

5

9

5

Ruas Jalan Bebas Hambatan

6
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No Wilayah Pulau/
Provinsi lokasi Antar Kota lokasi Dalam Kota

1 Sulawesi Utara (1)  Manado  –  Bitung  (2)  Manado-‐  
Tomohon (3) Tomohon-Amurang 
(4) Amurang-Kaiya (5) Isimu-Marisa 

2 Sulawesi Tengah (1)  Pantoloan–Palu  (2)  Molosipat-‐  
Kasimbar (3) Kasimbar-Tobali 
(4) Tobali-Poso (5) Poso-Tidantana 
(6)  Tobali  –  Pantoloan  

3 Sulawesi Selatan (1) Maros-Mandai-Makassar (2) Makas 2 Ujung Pandang I 
sar-Sungguminasa(3) Sungguminasa Makasar Seksi Iv 
Takalar (4) Pangkajene-Maros  
(5)  Makassar–Mandai  (6)  Tindantana
Palopo (7) Palopo-Pare-Pare (8) Pare
Pare–Pangkajene  (9)  Kairagi-‐Mapanget  

4 Sulawesi Tenggara 0
5 Gorontalo (1) Limboto-Gorontalo (2) Isimu- 

Gorontalo (3) Atingola-Isimu (4) isimu  
Marisa  (5)  Marisa  –  Molosipat  

6 Sulawesi Barat
Pulau Sulawesi 25 2

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 22 4
2 Jawa dan Bali 49 31
3 Kalimantan 18 0
4 Sulawesi 25 2
5 Nusa Tenggara 0 0
6 Maluku 0 0
7 Papua 0 0

INDONESIA 114 37

5

9

5

Ruas Jalan Bebas Hambatan

6

 
 
2.5.2. Transportasi 
 
a. Transportasi Darat 

Sarana perhubungan darat yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alat angkutan 
penumpang dan barang, di antaranya adalah jenis kendaraan roda empat (mobil penumpang, bis, 
dan truk). Jumlah ketiga jenis kendaraan mobil tersebut pada tahun 2009 di seluruh wilayah Sulawesi 
adalah 1411896 unit atau 7,72 persen nasional. Terdiri 528 065 unit mobil penumpang, untuk bus 
sebanyak 437 116 unit  dan 446 715 unit kendaraan truk seperti disajikan pada Tabel 2-15A. Dari 
tabel tersebut tampak bahwa sebaran terbanyak adalah di Provinsi Sulawesi Selatan (termasuk 
Sulawesi Barat), yang mencakup sekitar 45,72 persen wilayah Pulau.   
 

Tabel 2-15A 
 Jumlah dan Persentasi Moda Transportasi Darat di Wilayah Sulawesi 2009 

 
No Wilayah Pulau/ Mobil Mobil Mobil Jumlah % Wilayah 
  Provinsi Penumpang Bus Truck (unit) Pulau 

1 Sulawesi Utara 70332 90578 39904 200814 14,22 
2 Sulawesi Tengah 131786 45389 103862 281037 19,90 
3 Sulawesi Selatan* 249636 135265 260560 645461 45,72 
4 Sulawesi Tenggara 16108 95246 36984 148338 10,51 
5 Gorontalo 60203 70638 5405 136246 9,65 
6 Sulawesi Barat         0,00 

  Jumlah Sulawesi 528065 437116 446715 1411896 100,00 
Antar Wilayah Pulau            

1 Sumatera 1754759 452970 1125792 3333521 18,23 
2 Jawa dan Bali 6937798 1372633 2912611 11223042 61,39 
3 Kalimantan 795413 308903 560726 1665042 9,11 
4 Sulawesi 528065 437116 446715 1411896 7,72 
5 Nusa Tenggara 234621 114736 106551 455908 2,49 
6 Maluku 32380 11595 17044 61019 0,33 
7 Papua 81089 31679 18301 131069 0,72 

  Indonesia 10364125 2729632 5187740 18281497 100,00 
Sumber: Statistik Transportasi 2009, Badan Pusat Statistik 2010   
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b.   Transportasi Laut 
 

Transportasi laut sangat penting peranannya dalam menunjang pergerakan penumpang dan 
barang di Wilayah Sulawesi. Keberadaan transportasi laut sangat strategis untuk angkutan barang 
dan penumpang antar provinsi, antar pulau dan juga untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak 
dapat diakses melalui darat. Untuk menunjang mobilitas angkutan barang antar provinsi, antar pulau 
dan bahkan untuk kepentingan ekspor – impor. Wilayah Pulau Sulawesi memiliki beberapa 
pelabuhan utama, yaitu di Makassar, Malili, Pomala, Pantolan, dan Bitung. Jumlah pelabuhan laut 
yang di wilayah Sulawesi pada tahun 2009 sebanyak 81 pelabuhan, sebanyak 3 pelabuhan berskala 
internasional, yaitu Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara), Pantoloan (Sulawesi Tengah), Balikpapan dan 
Makassar (Sulawesi Selatan), 7 pelabuhan berskala nasional dan 71 pelabuhan berskala lokal, yang melayani 
perdagangan antar pulau dan dalam wilayah Pulau Sulawesi. Pelabuhan internasional dan nasional 
diusahakan oleh PT PELINDO sedangkan pelabuhan lokal umumnya  diusahakan pemerintah daerah 
setempat. Alat transportasi laut dan air untuk angkutan barang dan penumpang (lokal) yang sering 
digunakan adalah perahu tanpa motor, perahu motor tempel, kapal motor dan untuk keperluan jarak 
yang relatif jauh menggunakan kapal kayu dengan PK yang cukup besar 

Berdasarkan Lampiran PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang telah ditetapkan 
pengembangan pelabuhan sebagai simpul laut nasional di wilayah Sulawesi sebagaimana disajikan 
pada Tabel 2.15B. Di wilayah Sulawesi terdapat 3 pelabuhan internasional, yaitu Bitung di Sulawesi 
Utara, Pantoloa di Sulawesi Tengah dan Makassar di Sulawesi Selatan. Untuk pelabuhan nasional, 
dikembangkan Donggala dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah, Pare-Pare di Sulawesi Selatan, Gorontalo 
serta pelabuhan Belang-Belang di Sulawesi Barat.. Dibandingkan dengan pengembangan pelabuhan 
di wilayah pulau lainnya di seluruh Indonesia, yaitu sebanyak 26  pelabuhan internasional dan 50 
pelabuhan nasional, maka pengembangan pelabuhan di Sulawesi relatif cukup memadai sebagai 
pusat perdagangan di Kawasan Timur Indonesia. 
 

Tabel 2-15B 
 Jumlah dan Persentasi Moda Transportasi Laut di Wilayah Sulawesi 

 
Wilayah Pulau/ Nama Pelabuhan Status Pelabuhan Status Kebijakan
Provinsi Pengusahaan PP 26/2008
Sulawesi Utara Bitung Internasional Diusahakan Pengembangan

Manado Nasional Diusahakan
Lirung Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kotabunan Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Labuhan Uki Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Likupang Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-0
Sulawesi Tengah Toli-Toli Nasional Diusahakan Pengembangan

Pantoloan Internasional Diusahakan Pengembangan
Donggala Nasional Diusahakan Pengembangan
Leok Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Ogoamas Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Poso Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Parigi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Ampana Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bunta Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pagimana Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Banggai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kolonedale Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Luwuk Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wani Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Salakan Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wakai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Dolong / Popolili Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-2
Sulawesi Selatan Makasar Internasional Diusahakan Pengembangan

Pare-Pare Nasional Diusahakan Pengembangan
Malili Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Awerange Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bulukumba Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Jeneponto Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Selayar Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Jampea Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Sinjai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bajoe Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Siwa Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pattirobajo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Palopo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Biringkassi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tuju-tuju Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-1

7 unit (Inter-1,Nas-1, Reg/Lokal 5)

17 unit (Inter-1,Nas-2, Reg/Lokal 14)

15 unit (Inter-1,Nas-1, Reg/Lokal 13)
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Wilayah Pulau/ Nama Pelabuhan Status Pelabuhan Status Kebijakan
Provinsi Pengusahaan PP 26/2008
Sulawesi Utara Bitung Internasional Diusahakan Pengembangan

Manado Nasional Diusahakan
Lirung Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kotabunan Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Labuhan Uki Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Likupang Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-0
Sulawesi Tengah Toli-Toli Nasional Diusahakan Pengembangan

Pantoloan Internasional Diusahakan Pengembangan
Donggala Nasional Diusahakan Pengembangan
Leok Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Ogoamas Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Poso Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Parigi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Ampana Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bunta Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pagimana Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Banggai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kolonedale Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Luwuk Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wani Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Salakan Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wakai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Dolong / Popolili Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-2
Sulawesi Selatan Makasar Internasional Diusahakan Pengembangan

Pare-Pare Nasional Diusahakan Pengembangan
Malili Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Awerange Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bulukumba Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Jeneponto Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Selayar Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Jampea Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Sinjai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bajoe Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Siwa Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pattirobajo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Palopo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Biringkassi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tuju-tuju Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-1

7 unit (Inter-1,Nas-1, Reg/Lokal 5)

17 unit (Inter-1,Nas-2, Reg/Lokal 14)

15 unit (Inter-1,Nas-1, Reg/Lokal 13)  
Wilayah Pulau/ Nama Pelabuhan Status Pelabuhan Status Kebijakan
Provinsi Pengusahaan PP 26/2008
Sulawesi Utara Bitung Internasional Diusahakan Pengembangan

Manado Nasional Diusahakan
Lirung Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kotabunan Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Labuhan Uki Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Likupang Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-0
Sulawesi Tengah Toli-Toli Nasional Diusahakan Pengembangan

Pantoloan Internasional Diusahakan Pengembangan
Donggala Nasional Diusahakan Pengembangan
Leok Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Ogoamas Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Poso Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Parigi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Ampana Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bunta Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pagimana Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Banggai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kolonedale Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Luwuk Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wani Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Salakan Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wakai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Dolong / Popolili Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-2
Sulawesi Selatan Makasar Internasional Diusahakan Pengembangan

Pare-Pare Nasional Diusahakan Pengembangan
Malili Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Awerange Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bulukumba Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Jeneponto Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Selayar Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Jampea Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Sinjai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bajoe Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Siwa Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pattirobajo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Palopo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Biringkassi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tuju-tuju Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-1

7 unit (Inter-1,Nas-1, Reg/Lokal 5)

17 unit (Inter-1,Nas-2, Reg/Lokal 14)

15 unit (Inter-1,Nas-1, Reg/Lokal 13)
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Wilayah Pulau/ Nama Pelabuhan Status Pelabuhan Status Kebijakan
Provinsi Pengusahaan PP 26/2008
Sulawesi Utara Bitung Internasional Diusahakan Pengembangan

Manado Nasional Diusahakan
Lirung Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kotabunan Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Labuhan Uki Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Likupang Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-0
Sulawesi Tengah Toli-Toli Nasional Diusahakan Pengembangan

Pantoloan Internasional Diusahakan Pengembangan
Donggala Nasional Diusahakan Pengembangan
Leok Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Ogoamas Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Poso Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Parigi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Ampana Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bunta Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pagimana Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Banggai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kolonedale Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Luwuk Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wani Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Salakan Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wakai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Dolong / Popolili Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-2
Sulawesi Selatan Makasar Internasional Diusahakan Pengembangan

Pare-Pare Nasional Diusahakan Pengembangan
Malili Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Awerange Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bulukumba Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Jeneponto Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Selayar Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Jampea Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Sinjai Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bajoe Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Siwa Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pattirobajo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Palopo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Biringkassi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tuju-tuju Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-1,Nas-1

7 unit (Inter-1,Nas-1, Reg/Lokal 5)

17 unit (Inter-1,Nas-2, Reg/Lokal 14)

15 unit (Inter-1,Nas-1, Reg/Lokal 13)  
Lanjutan

No Wilayah Pulau/ Nama Pelabuhan Status Pelabuhan Status Kebijakan
Provinsi Pengusahaan PP 26/2008

4 Sulawesi Tenggara Kendari Nasional Diusahakan
Pomalaa Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Raha Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kolaka Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Langara Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bau bau Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wanci Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Sikeli Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Boe Pinang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Dawi dawi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Dongkala / Talaga Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kaledupa Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kasipute Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Lasalimu Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Lasusua-Tobaku Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Banabungi/Pasar Wajo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Waha / Usuku Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Torobulu Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tanggetada Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Molawe Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tomia Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-0,Nas-0
5 Gorontalo Gorontalo Nasional Diusahakan Pengembangan

Kwandang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tilamuta Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Anggrek Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-0,Nas-1
6 Sulawesi Barat Belang-Belang Nasional Diusahakan Pengembangan

Mamuju Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Majene Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Polewali Mandar Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Mamuju Utara Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Belang Belang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bambaloka Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bonemanjing Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tinambung Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Sampaga Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Marabombang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Budong Budong Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Labuang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Palipi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pamboang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pasang Kayu Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Cinoki Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Inter-0,Nas-1
Pulau Sulawesi Inter-3,Nas-581 unit (Inter-3,Nas-7, Reg/Lokal 71)

21 unit (Inter-0,Nas-1, Reg/Lokal 20)

4 unit (Inter-0,Nas-1, Reg/Lokal 3)

17 unit (Inter-0,Nas-1, Reg/Lokal 16)
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Lanjutan
No Wilayah Pulau/ Nama Pelabuhan Status Pelabuhan Status Kebijakan

Provinsi Pengusahaan PP 26/2008
4 Sulawesi Tenggara Kendari Nasional Diusahakan

Pomalaa Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Raha Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kolaka Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Langara Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bau bau Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Wanci Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Sikeli Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Boe Pinang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Dawi dawi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Dongkala / Talaga Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kaledupa Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Kasipute Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Lasalimu Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Lasusua-Tobaku Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Banabungi/Pasar Wajo Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Waha / Usuku Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Torobulu Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tanggetada Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Molawe Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tomia Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-0,Nas-0
5 Gorontalo Gorontalo Nasional Diusahakan Pengembangan

Kwandang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tilamuta Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Anggrek Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Sub Jumlah Inter-0,Nas-1
6 Sulawesi Barat Belang-Belang Nasional Diusahakan Pengembangan

Mamuju Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Majene Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Polewali Mandar Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Mamuju Utara Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Belang Belang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bambaloka Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Bonemanjing Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Tinambung Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Sampaga Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Marabombang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Budong Budong Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Labuang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Palipi Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pamboang Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Pasang Kayu Reg/Lokal Tidak Diusahakan
Cinoki Reg/Lokal Tidak Diusahakan

Inter-0,Nas-1
Pulau Sulawesi Inter-3,Nas-581 unit (Inter-3,Nas-7, Reg/Lokal 71)

21 unit (Inter-0,Nas-1, Reg/Lokal 20)

4 unit (Inter-0,Nas-1, Reg/Lokal 3)

17 unit (Inter-0,Nas-1, Reg/Lokal 16)
 

Sumber : Statistik Transportasi, BPS. 2010 
 
c.  Transportasi Udara 
 

Transportasi udara merupakan sarana yang sangat penting di Wilayah Sulawesi, khususnya 
untuk penggunaan angkutan barang dan penumpang antar Provinsi dan antar pulau. Untuk 
menunjang perhubungan antar pulau dan antar Provinsi Wilayah Sulawesi memiliki bandar udara 
yang cukup memadai. Jumlah bandar udara di Sulawesi sebanyak 30 bandar udara, 2 berskala 
internasional, 24 berskala nasional dan 4 adalah bandara khusus. Sebaran  bandara terbanyak d 
Sulawesi Selatan, yaitu 9 bandara dan di Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 8 bandar udara. Bandar 
udara di Pulau Sulawesi yang sering dipergunakan untuk mobilitas angkutan barang dan penumpang 
antarprovinsi-antarpulau adalah bandar udara Djalaludin di Provinsi Gorontalo, bandar udara 
Hasanudin Provinsi Sulawesi Selatan, bandar udara Juwita di Provinsi Sulawesi Tengah, dan bandar 
udara Wolter Monginsidi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan bandar udara Sam Ratulangi di Provinsi 
Sulawesi Utara. Sementara itu, pengembangan bandar udara internasional/primer yang ditetapkan 
dalam PP 26/2008 adalah Bandar Udara Primer/Internasional Sam Ratulangi di Sulawesi Utara dan 
Hasannudin di Sulawesi Selatan seperti disajikan pada Tabel 2.15C sebagai berikut. 

 
Tabel 2.15C  

Moda Transportasi Udara di Wilayah Pulau Sulawesi 
 

No Wilayah Pulau/ Wilayah Provinsi Lokasi Penggunaan Hirarki Kebijakan
Provinsi Nama Bandara Kab/Kota PP 26/2008

1 Sulawesi Utara Sam Ratulangi Manado Internasional, Regional, Kargo Pengumpul,Tersier Pengembangan
Naha Tahuna Kep Sangihe Domestik Pengumpan
Melongguane Kep.Talaud Domestik Pengumpul,Tersier
Mopait Bolaang Mongontow

Sub Jumlah inter-1, nas-0
2 Sulawesi Tengah Mutiara Palu Domestik Pengumpul,Sekunder

Lalos Toli-Toli Domestik Pengumpan
Kasiguncu Poso Domestik Pengumpan
Syukuran Aminuddin Banggai Luwuk Domestik Pengumpul,Tersier
Amir/Bubung Luwuk Banggai Luwuk
Pogogul Buol Domestik Pengumpan
Morowali 4) Morowali Domestik Pengumpan
Tojo Una-una 4) Tojo Una-una Domestik Pengumpan

Sub Jumlah inter-0, nas-0
3 Sulawesi Selatan Hasanuddin Makassar Internasional, Utama, Regional, HajiPengumpul,Primer Pengembangan

Andi Jemna Luwu Utara Domestik Pengumpan
Seko Luwu Utara Domestik Pengumpan
Rampi Luwu Utara Domestik Pengumpan
Pongtiku Tana Toraja Domestik Pengumpan
H. Aroepala Selayar Domestik Pengumpan
Malili/ Bua Luwu Timur Domestik Pengumpan
Sorowako Luwu Timur
Bone Bone Domestik Pengumpan

Sub Jumlah inter-1, nas-0
4 Sulawesi Tenggara Wolter Monginsidi (Haluoleo)Konawe Selatan Domestik Pengumpul,Sekunder

Betoambari Bau-Bau Domestik Pengumpan
Tanggetada 4) Kolaka Domestik Pengumpan
Sugimanuru 3) Raha Muna Domestik Pengumpan
Matahora Wakatobi Domestik Pengumpan
Sangia Nibandera Kolaka

Sub Jumlah inter-0, nas-0
5 Gorontalo Djalaluddin Gorontalo Domestik Pengumpul,Sekunder

Pohuwato 4) Pohuwato Domestik Pengumpan
Sub Jumlah inter-0, nas-0

6 Sulawesi Barat Tampa Pandang Mamuju Domestik Pengumpul,Tersier
Sub Jumlah inter-0, nas-0
Pulau Sulawesi inter-2, nas-0

4 Bandara (1 internasional/regional/kargo, 2 domestik, 1 khusus)

9 Bandara ( 1 internasional/regional/haji, 7 domestik, 1 khusus)

6 Bandara (5 domestik, 1 khusus)

2 Bandara (2 domestik)

8 Bandara ( 7 domestik, 1 khusus)

1 Bandara (1 domestik)
30 Bandara (2 internasional/regional/haji, 24 domestik, 4 khusus)
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No Wilayah Pulau/ Wilayah Provinsi Lokasi Penggunaan Hirarki Kebijakan
Provinsi Nama Bandara Kab/Kota PP 26/2008

1 Sulawesi Utara Sam Ratulangi Manado Internasional, Regional, Kargo Pengumpul,Tersier Pengembangan
Naha Tahuna Kep Sangihe Domestik Pengumpan
Melongguane Kep.Talaud Domestik Pengumpul,Tersier
Mopait Bolaang Mongontow

Sub Jumlah inter-1, nas-0
2 Sulawesi Tengah Mutiara Palu Domestik Pengumpul,Sekunder

Lalos Toli-Toli Domestik Pengumpan
Kasiguncu Poso Domestik Pengumpan
Syukuran Aminuddin Banggai Luwuk Domestik Pengumpul,Tersier
Amir/Bubung Luwuk Banggai Luwuk
Pogogul Buol Domestik Pengumpan
Morowali 4) Morowali Domestik Pengumpan
Tojo Una-una 4) Tojo Una-una Domestik Pengumpan

Sub Jumlah inter-0, nas-0
3 Sulawesi Selatan Hasanuddin Makassar Internasional, Utama, Regional, HajiPengumpul,Primer Pengembangan

Andi Jemna Luwu Utara Domestik Pengumpan
Seko Luwu Utara Domestik Pengumpan
Rampi Luwu Utara Domestik Pengumpan
Pongtiku Tana Toraja Domestik Pengumpan
H. Aroepala Selayar Domestik Pengumpan
Malili/ Bua Luwu Timur Domestik Pengumpan
Sorowako Luwu Timur
Bone Bone Domestik Pengumpan

Sub Jumlah inter-1, nas-0
4 Sulawesi Tenggara Wolter Monginsidi (Haluoleo)Konawe Selatan Domestik Pengumpul,Sekunder

Betoambari Bau-Bau Domestik Pengumpan
Tanggetada 4) Kolaka Domestik Pengumpan
Sugimanuru 3) Raha Muna Domestik Pengumpan
Matahora Wakatobi Domestik Pengumpan
Sangia Nibandera Kolaka

Sub Jumlah inter-0, nas-0
5 Gorontalo Djalaluddin Gorontalo Domestik Pengumpul,Sekunder

Pohuwato 4) Pohuwato Domestik Pengumpan
Sub Jumlah inter-0, nas-0

6 Sulawesi Barat Tampa Pandang Mamuju Domestik Pengumpul,Tersier
Sub Jumlah inter-0, nas-0
Pulau Sulawesi inter-2, nas-0

4 Bandara (1 internasional/regional/kargo, 2 domestik, 1 khusus)

9 Bandara ( 1 internasional/regional/haji, 7 domestik, 1 khusus)

6 Bandara (5 domestik, 1 khusus)

2 Bandara (2 domestik)

8 Bandara ( 7 domestik, 1 khusus)

1 Bandara (1 domestik)
30 Bandara (2 internasional/regional/haji, 24 domestik, 4 khusus)  

Sumber: Statistik Transportasi, BPS 2010. 
 
2.5.3.      Sumberdaya Air dan Irigasi 
 
 Indonesia memiliki enam persen dari persediaan air dunia atau sekitar 21 persen dari 
persediaan air Asia Pasifik  terutama yang bersumber dari danau, waduk dan  sungai. Berikut kondisi 
sumberdaya air dan irigasi di Wilayah Pulau Sulawesi.   
 
a. Danau 

 
Sesuai dengan daur hidrologis, air hujan sebagian akan mengisi danau dan situ baik secara 

langsung atau tidak langsung seperti melalui mata air dan aliran sungai. Indonesia diperkirakan 
memiliki lebih dari 500 danau yang tersebar dari dataran rendah hingga puncak gunung. Dari sekian 
banyak danau tersebut, terdapat tiga danau utama di Sulawesi yaitu Danau Tondano di Sulawesi 
Utara dengan luas 4638 hektar, Danau Limboto di Gorontalo dengan luas sekitar 3500 hektar dan 
Danau Tempe, Towuti dan Matana di Sulawesi Selatan dengan luas masing-masing 10200, 50000 dan 
14600 hektar serta Danau Poso dan Lindu di Sulawesi Tengah. Masing-masing 32300 dan 3150 hektar. 
Danau tersebut selain berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tata air juga berfungsi sebagai 
sumber air irigasi pesawahan.  

 
b. Waduk 
  

Sebagian air hujan juga akan masuk ke cekungan air tanah yang potensinya tinggi yang 
kemudian dikembangkan sebagai waduk penampung air. Waduk yang utama di wilayah Pulau 
Sulawesi adalah waduk Bili-Bili di Sulawesi Selatan. Hasil pemantauan volume beberapa waduk 
utama di Indonesia, mennjukkan bahwa volume air permukaan waduk pada musim kemarau. 
Persentase penurunan volume waduk selama musim kemarau mengindikasikan adanya kerusakan 
fungsi resapan air di bagian hulu. Untuk waduk Bili-Bili, volume air terendah pada bulan 
Septembers/d Nopember yaitu sekitar 30 -60 juta m3 dan volume tertinggi pada bulan Pebruari s/d 
Mei, yaitu sekitar 260 – 310 juta m3. Keadaan waduk di wilayah Pulau Sulawesi disajikan pada Tabel 
2.16. 

Tabel 2.16 
Keadaan Waduk di Wilayah Pulau Sulawesi 

 
Jumlah Daerah Luas Muka

Bendungan Tangkapan Air Air Normal Normal Efektif
(Unit) (Ha) (Ha)

1 Sulawesi Utara 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sulawesi Tengah 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sulawesi Selatan 12 13671,40 1746,20 437,03 364,60

4 Sulawesi Tenggara 6 - - - -
5 Gorontalo 3 - - - -
6 Sulawesi Barat 0 0,00 0,00 0,00 0,00

21 13671,40 1746,20 437,03 364,60
8,08 30,60 4,38 4,57 11,68

1 Sumatera 24 12.439,70 5.172,10 1.072,40 138,10
2 Jawa dan Bali 156 16.885,94 31.188,64 6.530,75 1.968,97
3 Kalimantan 8 1.126,01 334,67 1.204,45 602,70
4 Sulawesi 21 13.671,40 1.746,20 437,03 364,60
5 Nusa Tenggara 50 553,19 1.384,09 318,09 47,95
6 Maluku 1 0,00 0,00 0,50 0,00
7 Papua 0 0,00 0,00 0,00 0,00

260 44.676,24 39.825,70 9.563,21 3.122,32

Pulau Sulawesi
% Nasional
Antar Wilayah Pulau

Total Indonesia

No. Nama Provinsi
Volume Waduk

(Juta m3)
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Jumlah Daerah Luas Muka

Bendungan Tangkapan Air Air Normal Normal Efektif
(Unit) (Ha) (Ha)

1 Sulawesi Utara 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sulawesi Tengah 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sulawesi Selatan 12 13671,40 1746,20 437,03 364,60

4 Sulawesi Tenggara 6 - - - -
5 Gorontalo 3 - - - -
6 Sulawesi Barat 0 0,00 0,00 0,00 0,00

21 13671,40 1746,20 437,03 364,60
8,08 30,60 4,38 4,57 11,68

1 Sumatera 24 12.439,70 5.172,10 1.072,40 138,10
2 Jawa dan Bali 156 16.885,94 31.188,64 6.530,75 1.968,97
3 Kalimantan 8 1.126,01 334,67 1.204,45 602,70
4 Sulawesi 21 13.671,40 1.746,20 437,03 364,60
5 Nusa Tenggara 50 553,19 1.384,09 318,09 47,95
6 Maluku 1 0,00 0,00 0,50 0,00
7 Papua 0 0,00 0,00 0,00 0,00

260 44.676,24 39.825,70 9.563,21 3.122,32

Pulau Sulawesi
% Nasional
Antar Wilayah Pulau

Total Indonesia

No. Nama Provinsi
Volume Waduk

(Juta m3)

 
Sumber: Statistik Lingkungan Hidup, BPS 2010 
 
c. Sungai 

 
Air hujan juga akan mengalir ke sungai-sungai besar dan kecil  yang tersebar di seluruh 

wilayah Pulau Sulawesi. Jumlah sungai di wilayah Pulau Sulawesi sangat banyak, namun hanya 
terdapat 10 sungai yang luas daerah pengalirannya lebih dari 1000 km2 sebagaimana disajikan pada 
Tabel 2.17. 

Tabel 2.17 
Sungai Utama di Wilayah Pulau Sulawesi dengan Luas lebih Dari 1000 Km2 

 
No Provinsi Nama Daerah 

Sungai Pengaliran Tertinggi Terendah
> 1000 km2 (km2) m3/dtk m3/dtk juta m3

1 Sulawesi Utara - - - -

2 Gorontalo Paguyaman 1886,72 276,73 12,34 2869
Randangan 3828,00 668,55 13,51 11351

3 Sulawesi Tengah Palu 3062,00
Tombolako 1353,00 1082,32 50,76 4861

4 Sulawesi Selatan Rongkong 1030,00 133,74 14,44 1214
Cenrane 12031,00 79,37 1,02 329
Saddang 5760,00 819,20 16,27 4130

5 Sulawesi Tenggara Lakudu 2482,50 875,10 49,49 3540

Sampara 5625,00 499,14 32,86 5277

Roraya 1747,00 302,86 0,07 765

6 Sulawesi Barat - - - -

10 38805,22 1082,32 0,07 34335

Debit Air
Volume Air

Pulau Sulawesi  
Sumber : Statistik Lingkungan Hidup, BPS Tahun 2010. 
  
2.5.4.      Kelistrikan 

 
Ketersediaan listrik pada tahun 2008 menunjukkan bahwa dari sisi supply kapasitas 

terpasang tenaga listrik di Pulau Sulawesi adalah sebesar 907,40 MW (4,57 persen nasional) yang 
seluruhnya masih bersumber dari 741 unit PLTD di seluruh wilayah provinsi dengan menggunakan 
bahan bakar solar (lihat Tabel 2.18), 26 PLTA di seluruh provinsi, kecuali Gorontalo dan Sulawesi 
barat, 2 unit PLTU di Sulawesi Selatan, 5 unit PLT Gas di Sulawesi Selatan dan 2 unit PLTP Geo-
thermal di Sulawesi Utara. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan wilayah pulau Jawa 
dan Bali yang mencapai 12824,94 MW. Sementara itu, produksi tenaga listrik PLN pada tahun yang 
sama adalah sebesar 2932,80 GWH yang cenderung lebih kecil dari kapasitas terpasang yang ada 
(lihat Tabel 2.16.). Keadaan ini menandakan di wilayah ini infrastruktur listrik masih terbatas  
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Tabel 2.18 
Kapasitas Terpasang  Tenaga Listrik  PLN Menurut Jenis Pembangkit  di  Wilayah Sulawesi  

Tahun 2008 (MW) 
 

No Provinsi
P L T A 
HYDRO

PLTU STEAM 
(oil/Coal)

PLTG GAS 
Turbine + 

PLTGU (M+G) 
COMBINED 

P LT P GEO-
THERMAL

P L T D 
DIESEL

PLTM-G 
MACHINE-

PLT Bayu 
WIND 

JUMLAH 
TOTAL

1 Sulawesi Utara 51,38 - - - 40,00 123,71 9,24 - 224,33
2 Gorontalo - - - - - 40,66 - - 40,66
3 Sulawesi Tengah 5,96 - - - - 118,52 - - 124,48
4 Sulawesi Selatan 147,72 25,00 122,72 - - 144,57 - - 440,01
5 Sulawesi Tenggara 1,60 - - - - 73,09 - - 74,69
6 Sulawesi Barat - - - - - 3,23 - - 3,23

Sulawesi 206,66 25,00 122,72 0 40,00 503,78 9,24 0 907,4
Antar Wilayah Pulau

1 Sumatera 865,46 1175,00 514,21 817,88 0,00 988,68 0,00 0,00 4361,23
2 Jawa dan Bali 2397,04 7420,00 1784,76 740,00 375,00 108,14 0,00 0,00 12824,94
3 Kalimantan 30,00 144,00 75,00 60,00 0,00 812,04 12,00 0,00 1133,04
4 Sulawesi 206,66 25,00 122,72 0,00 40,00 503,78 9,24 0,00 907,40
5 Nusa Tenggara 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 262,86 0,60 0,00 264,54

6 Maluku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,66 0,00 0,00 181,66
7 Papua 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 163,72 0,00 0,26 168,02

Indonesia 3504,28 8764,00 2496,69 1617,88 415,00 3020,88 21,84 0,26 19840,83  
Sumber: Statistik Listrik PLN dan Neraca Energi, BPS 2009. 
 

Tabel  2.19 
Produksi  Tenaga Listrik  PLN Menurut Jenis Pembangkit di  Wilayah Sulawesi Tahun 2008 (GWH) 

 

No Provinsi
P L T A 
HYDRO

PLTU STEAM 
(oil/Coal)

PLTG GAS 
Turbine + 

PLTGU (M+G) 
COMBINED 

P LT P GEO-
THERMAL

P L T D 
DIESEL

PLTM-G 
MACHINE-

PLT Bayu 
WIND 

JUMLAH 
TOTAL

1 Sulawesi Utara 268,14 - - - 319,31 248,33 - - 835,78
2 Gorontalo - - - - - 181,53 - - 181,53
3 Sulawesi Tengah 24,19 - - - - 245,00 - - 269,19
4 Sulawesi Selatan 1020,94 16,68 - 284,96 1322,58
5 Sulawesi Tenggara 9,72 - - - - 314,00 - - 323,72
6 Sulawesi Barat - - - - - 3,95 - - -

Sulawesi 1322,99 16,68 0,00 0,00 319,31 1277,77 0,00 0,00 2932,80
Antar Wlayah Pulau 

1 Sumatera 3490,28 5091,64 608,14 4931,60 0,00 3454,13 0,00 0,00 17575,79
2 Jawa dan Bali 3365,18 8808,12 67,59 30400,74 3071,35 210,59 0,00 0,00 45923,57
3 Kalimantan 160,96 911,13 0,00 398,37 0,00 2971,92 110,24 0,00 4552,62
4 Sulawesi 1322,99 16,68 0,00 0,00 319,31 1277,77 0,00 0,00 2932,80
5 Nusa Tenggara 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1078,99 0,00 0,10 1083,27
6 Maluku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,97 0,00 0,00 459,97
7 Papua 20,04 0,00 0,00 0,00 0,00 647,92 0,00 0,00 667,96

Indonesia 8363,63 14827,57 675,73 35730,71 3390,66 10101,29 110,24 0,10 73195,98  
Sumber: Statistik Listrik PLN dan Neraca Energi, BPS 2009 
 

Sementara itu, perkembangan elektrifikasi di wilayah Sulawesi selama periode tahun 2004, 2007 
dan 2008 cenderung meningkat cukup tinggi.  Pada tahun 2008, jika dilihat dari elektrifikasi masing-masing 
provinsi, rasio elektrifikasi untuk provinsi di Maluku (68,03 persen) lebih tinggi dibanding nasional yang 
mencapai 66,71. Sedangkan untuk lima provinsi lainnya masih berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi 
nasional, masing-masing Sulawesi Selatan 56,65 persen, Gorontalo 50,43 persen, Sulawesi Tengah 49,24 
persen, Sulawesi Tenggara 39,34 persen dan Sulawesi Barat 36,48 persen. 

 
Tabel 2.20 

Perkembangan Rasio Elektrifikasi Wilayah  Sulawesi Tahun 2004, 2007 dan 2008 
 

No PROVINSI RASIO ELEKTRIFIKASI (%)  
2004 2007 2008 

1 Sulawesi Utara 53,48 66,62 68,03 
2 Sulawesi Tengah 39,94 47,64 49,24 
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No PROVINSI RASIO ELEKTRIFIKASI (%)  
2004 2007 2008 

3 Sulawesi Selatan 55,24 54,90 56,65 
4 Sulawesi Tenggara 33,69 38,21 39,34 
5 Sulawesi Barat   0,00 36,48 
6 Gorontalo 35,90 48,70 50,43 

NASIONAL   54,24 66,71 
 Sumber: Statistik Listrik PLN dan Neraca Energi, BPS 2009 
 
2.6. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup 
 
2.6.1. Sumberdaya  Alam  
 

Wilayah Sulawesi memiliki kekayaan sumber daya alam cukup tinggi terutama bahan 
tambang, minyak dan gas bumi, Potensi bahan tambang meliputi nikel, emas, migas, dan batu 
gamping/kapur. Pemanfaatan sumber daya mineral pertambangan di Sulawesi sangat potensial bagi 
perkembangan ekonomi regional. Selain itu, terdapat sumberdaya hutan dan sumberdaya  energi air 
(PLTA, minihidro, dan mikrohidro), dan panas bumi. 

 
a. Sumber Daya Pertambangan 
 

Meskipun tidak sebesar Kalimantan, wilayah Sulawesi memiliki potensi sumberdaya mineral 
dan pertambangan yang cukup besar berupa nikel, emas, marmer minyak dan gas serta batubara dan 
batu gamping/kapur. Seperti halnya Kalimantan multiplier effect sektor tambang terhadap wilayah 
sekitar relatif kurang. Ke depannya ini harus diperbaiki agar nilai tambah dari sektor tambang juga 
mengalir ke wilayah sekitarnya. Sebaran potensi mineral dan pertambangan di wilayah Sulawesi 
dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
 
1. Batubara 

 
Batubara dirancang sebagai pemikul beban dasar Pembangkit tenaga listrik, karena biaya 

paling murah, ketersediaan batubara di dalam negeri cukup memadai dan potensinya sangat besar di 
Indonesia. Potensi batubara diperkiarakan sebesar 231,12 juta ton. Batubara baru digunakan untuk 
bahan bakar keperluan rumah tangga dan industri kecil dalam bentuk briket batubara.Salah satu 
kendala utama dalam pengembangan batubara di Indonesia adalah adanya dampak lingkungan dari 
PLTU Batubara yang merupakan tantangan dalam pengembangan batubara di masa yang akan 
datang. Daerah penghasil batubara wilayah pulau Sulawesi adalah Sulawesi Selatan (36,6 juta ton), 
Sulawesi Tengah (sekitar 1,98 juta ton). 
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Gambar 2.6 
Potensi Bahan Tambang di Wilayah Sulawesi (Sumber : JICA, 2007) 

 

 
 
2. Nikel 
 

Indonesia adalah produsen nikel terbesar ke-4 dari 5 besar negara produsen nikel dunia yang 
bersama-sama menyumbang lebih dari 60 persen produksi nikel dunia. Produksi nikel Indonesia 
mencapai 190 ribu ton per tahun. Indonesia memiliki 8 persen cadangan nikel dunia, oleh karena itu 
industri pertambangan dan pengolahan nikel sangat layak untuk dipercepat dan diperluas  
pengembangannya. Sulawesi merupakan daerah dengan produksi nikel paling maju di Indonesia. 
Pertambangan nikel di Sulawesi menyumbang sekitar 7 persen terhadap PDRB Sulawesi. Sulawesi 
memiliki 50 persen cadangan nikel di Indonesia dengan sebagian besar untuk tujuan ekspor, diikuti 
oleh Maluku dan Papua. Empat lokasi penting di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel berlimpah 
adalah: (1) Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;(2) Kabupaten Morowali, Sulawesi 
Tengah; (3) Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; dan (4) Kabupaten Konawe, Sulawesi 
Tenggara. 
 
3. Minyak dan Gas Bumi 

 
Potensi minyak bumi yang dimiliki adalah sebesar 95,36 MMSTB. Sementara itu, dari segi 

ekonomi, pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar gas dioperasikan sebagai pemikul beban 
menengah. Untuk wilayah Pulau Sulawesi cadangan gas bumi hanya terdapat di Sulawesi Selatan 
sebesar 0,6 TSCF. Disamping itu ditemukan cekungan minyak bumi di wilayah Sulawesi Utara yang 
perlu disurvei lebih lanjut besar potensinya. Sedangkan potensi gas alam yang dimiliki diperkirakan 
sebesar 7,76 TSCF 



 

35 

 

BAB 2 CAPAIAN KINERJA WILAYAH PULAU SULAWESI 

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PULAU SULAWESI 

 

 
b. Sumberdaya Air dan Panas Bumi 
 

Sumber daya air (PLTA) di Pulau Sulawesi cukup potensial.  Di Sulawesi Selatan yang tersebar 
di berbagai Kabupaten, dengan daya terpasang besarnya 3.200 MW. Sulawesi Utara terdapat potensi 
air sebesar 160 MW. Untuk Sulawesi Tengah, terdapat potensi air sebesar 759 MW untuk PLTA 
dengan skala cukup besar antara lain terdapat di Kabupaten Donggala, Palu besarnya 74,8 MW, dan 
di Kabupaten Poso mempunyai total potensinya sebesar 684 MW. Provinsi Sulawesi Tenggara 
dengan daya terpasang yang dapat ikembangkan sekitar 270 MW. Untuk Provinsi Gorontalo memiliki 
potensi sumber energi air sebesar 90 MW di Sungai Bone 1,2 dan 3 dan Randagan. 

Selanjutnya potensi panas bumi di Sulawesi Utara diperkirakan 793 Mwe yang tersebar di 5 
lokasi, Sulawesi Selatan diperkirakan sebesar 398 MWe yang tersebar di 17 lokasi, Di Sulawesi 
Tengah ditemukan potensi panas bumi yang ada mencapai sebesar 378 MWe yang terdapat di 15 
lokasi dengan potensi panas bumi terduga diperkirakan sebesar 103 MWe tersebar di 4 lokasi. 
Sulawesi Tenggara  dengan total kapasitas diperkirakan sebesar 276 MWe dengan potensi terduga 
sebesar 51 MWe yang tersebar di 12 Kabupaten. Di Gorontalo panas bumi di 2 lokasi sebesar 185 
MWe dengan total kapasitas panas bumi terduga sebesar 110 Mwe.  
 
c.  Sumberdaya hutan  

 
Daratan Pulau Sulawesi luasnya sekitar 188 522,4 km2 , dimana sekitar 7,76 juta hektar atau 

sekitar 41,2 persen wilayah daratan merupakan tutupan hutan. Luas tutupan hutan tersebut seluas 
0,93 juta hektar atau 12,04  persen merupakan hutan konservasi dan selebihnya merupakan hutan 
lindung dan hutan produksi.  Hutan konversi tersebut terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, 
wisata alam dan taman buru sebagaimana disajikan pada Tabel 2.21.  Menurut data Kehitanan, tidak 
seluruh fungsi hutan itu berupa vegetasi hutan. Sebesar 11,44 persen dari hutan konservasi (KSA-
KPA) berupa lahan non hutan, dan sebesar 18,04 persen dari hutan lindung (HL) berupa lahan non 
hutan, 17,49 persen dari hutan produksi terbatas (HPT) berupa lahan non hutan, dan sebesar 28,11 
persen dari hutan produksi (HP) juga berupa lahan non hutan. Keadaan itu menyebabkan kerusakan 
hutan konservasi dan huta lindung. Kerusakan hutan konservasi  paling tinggi terdapat di Sulawesi 
Selatan yaitu mencapai 18,06 persen. Sementara itu persentase kerusakan hutan lindung paling 
tinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30,09 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 31,48 
sebesar 30,09 persennya berupa lahan non hutan 
 

Tabel 2.21 
Keadaan Sumberdaya Hutan di wilayah Pulau Sulawesi 

 
No Provinsi

Cagar Suaka Wisata Taman
Km2 % Ha ribu % daratan Alam Margasatwa Alam Buru Ha % Hutan

1 Sulawesi Utara 13.851,6 7,35 353,5        25,5 41.233         31.169           1.250       -                73.652 20,84
2 Gorontalo 11.257,1 5,97 3.138,1     278,8 48.848         31.215           -                -                80.063 2,55
3 Sulawesi Tengah 61.841,3 32,80 1.242,8     20,1 366.758       22.250           5.250       5.000       399.258 32,13
4 Sulawesi Selatan 46.717,5 24,78 1.494,5     32,0 90.187         2.972             103.689  13.933     210.781 14,10
5 Sulawesi Tenggara 38.067,7 20,19 680,3        17,9 1.454            154.068         5.688       8.000       169.210 24,87
6 Sulawesi Barat 16.787,2 8,90 854,5        50,9 -                     2.000             -                -                2.000 0,23

Sulawesi 188.522,4 100,00 7.763,7 41,2 548.480       243.674         115.877  26.933     934.964     12,04
9,87 8,61 4,06 11,96 4,78 45,03 11,98 9,19

Antar Wilayah Pulau
1 Sumatera 480.793,3 25,16 14288,7 29,7 463599 882197 27880 129650 1503326 10,52
2 Java and Bali 135.218,3 7,08 2277,9 16,8 66817 32611 7016 12421 118865 5,22
3 Kalimantan 544.150,1 28,48 27372,2 50,3 858758 85570 32121 0 976449 3,57
4 Sulawesi 188.522,4 9,87 7763,7 41,2 548480 243674 115877 26933 934964 12,04
5 Nusa Tenggara 67.290,4 3,52 1359,3 20,2 67347 35653 58697 55813 217510 16,00
6 Maluku 78.896,5 4,13 4504,9 57,1 227975 140429 734 0 369138 8,19
7 Papua 416.060,3 21,77 32568,7 78,3 2353689 3679717 15024 0 6048430 18,57

Indonesia 1.910.931,3 9,87 90135,4 47,2 4586665 5099849 257348 224816 10168678

Tutupan Hutan Konservasi  (Ha) Hutan
KonservasiTutupan HutanArea Daratan

% Nasional

 
Sumber : Statistik Lingkungan Hidup, Tahun 2010. 
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2.6.2. Lingkungan Hidup 
 

Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasi dari beberapa kondisi 
antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan 
sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup tahun 2010 diperoleh informasi bahwa 
kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir tahun 2008 mencapai sekitar 12 150 
hetar, yang terdiri dari perambahan hutan  9 476 hektar dan  2 674 hetar penebangan liar terhadap 
baang dan kayu bulat   

 
Sementara itu, luas lahan kritis di seluruh wilayah Sulawesi mecapai areal sekitar 6,22 juta 

hektar atau 33 persen luas daratan, yang meliputi sangat kritis 3,62 juta hektar, lahan kritis 1,71 juta 
hektar dan agak kritis 0,89 juta hektar (lihat Tabel 2.22). Dibandingkan dengan wilayah pulau lainnya, 
lahan kritis di wilayah Pulau Sulawesi termasuk tinggi. Luas lahan kritis yang terbesar di wilayah Pulau 
Sulawesi Tenggara, mencapai 2,80 juta hektar atau 60 persen luas daratan dan Provinsi Sulawesi 
Selatan (termasuk Sulawesi Barat, mencapai 1,57 juta hektar atau 25,4 persen wilayah daratan.   

 
Tabel 2.22 

Luas Lahan Kritis di Wilayah Pulau Sulawesi 
 

% 
Km2 % Sangat Kritis Kritis Agak Kritis Jumlah daratan

1 Sulawesi Utara 13851,64 7,35 471.156             229.226           28.040            728.422           52,6       
2 Sulawesi Tengah 11257,07 5,97 206.798             113.179           103.308          423.286           37,6       
3 Sulawesi Selatan 61841,29 32,80 993.558             245.319           330.936          1.569.813       25,4       
4 Sulawesi Tenggara 46717,48 24,78 1.520.035         919.467           365.134          2.804.636       60,0       
5 Gorontalo 38067,7 20,19 426.277             202.790           62.988            692.054           18,2       
6 Sulawesi Barat *) 16787,18 8,90 -                          -                         -                       -                        -           

Sulawesi 188522,36 100,00 3.617.824         1.709.981        890.406          6.218.210       33,0       
Antar Wilayah Pulau

1 Sumatera 480793,28 25,16 15.395.568       8.314.101        2.189.303      25.898.973     53,9       
2 Jawa dan Bali 135218,34 7,08 2.217.850         1.055.206        390.647          3.663.702       27,1       
3 Kalimantan 544150,07 28,48 21.234.575       5.306.762        1.376.712      27.918.049     51,3       
4 Sulawesi 188522,36 9,87 3.617.824         1.709.981        890.406          6.218.210       33,0       
5 Nusa Tenggara 67290,42 3,52 1.719.514         2.471.486        1.054.057      5.245.057       77,9       
6 Maluku 78896,53 4,13 1.239.966         747.675           415.294          2.402.935       30,5       
7 Papua 416060,32 21,77 2.184.785         3.701.022        574.148          6.459.954       15,5       

INDONESIA 1910931,32 9,87 47.610.080       23.306.233     6.890.567      77.806.880     40,7       

No Wilayah Pulau/Provinsi
Area Daratan Luas Menurut Tingkat Kekritisan (Ha)

Luas 
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Sumber : Statistik Lingkungan Hidup, BPS Tahun 2010. 
 
2.7. Bidang Pengembangan Wilayah 
 
2.7.1. Daerah Terluar, Tertinggal dan Daerah Perbatasan 
 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.449 pul;au dan luas 
wilayah perairan mencapai 5.8 juta km2 serta panjang garis pantai 81.900 km2. dua pertiga wilayah 
indonesia adalah laut, maka implikasinya ada 4 (empat) provinsi perbatasan darat dan 11 provinsi 
perbatasan laut serta 40 kabupaten/kota dan 126 kecamatan yang berada di kawasan perbatasan. 
Sebagian besar wilayah perbatasan merupakan kawasan terpencil dan tertinggal dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang masih rendah karena aksesibilitas terbatas akibat minimnya 
ketersediaan infrastruktur fisik pendukung pertumbuhan ekonomi. Keadaan itu semakin diperparah 
dengan ketidakjelasan pengelolaannya, baik yang menyangkut kewenangan untuk merencanakan, 
melaksanakan maupun mengendalikan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan khususnya 



 

37 

 

BAB 2 CAPAIAN KINERJA WILAYAH PULAU SULAWESI 

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PULAU SULAWESI 

 

pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, telekomunikasi, jaringan komunikasi, listrik, 
pelabuhan dan sebagainya. 

Wilayah perairan Kepulauan Sulawesi di bagian utara, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe 
dan Kepulauan Talaud  berbatasan dengan negara Philipina, yang mana terdapat beberapa segmen 
garis batas yang belum disepakati antara negara RI dengan Philipina. Keadaan itu, mendorong 
terjadinya illegal fishing karena kurangnya pengamanan terhadap wilayah perairan. Dalam hal ini 
perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan kawasan perbatasan dan batas 
wilayah perlu/harus ditingkatkan. Keterpaduan antarsektor dan antardaerah dalam penanganan 
kawasan perbatasan dan batas wilayah juga masih perlu ditingkatkan.  
 

Gambar 2.7 
Lokasi Daerah Tertinggal Di Indonesia 

 
 
Dalam hal pertahanan dan keamanan, wilayah Sulawesi bagian utara yang berdekatan 

dengan Filipina sangat rawan dengan tingginya konflik separtisme di Pulau Mindanao bagian Selatan. 
Risiko gangguan keamanan yang muncul adalah penyusupan jaringan sistemik teroris dan 
penyelundupan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya. Selain itu, wilayah Sulawesi juga 
pernah terjadi konflik horizontal. Permasalahan tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi mengingat 
upaya deteksi dan pencegahan dini secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan menghadapi 
tantangan terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan khususnya pelabuhan laut dan 
komunikasi, terutama di pulau-pulau terpencil. Perkembangan pascakonflik menunjukkan tren 
pemulihan yang semakin kondusif dan masyarakat telah kembali beraktivitas secara normal. 
Tantangan ke depan adalah membangun kesadaran hukum di tingkat masyarakat, meningkatkan 
kemampuan institusi penegak keamanan dan ketertiban dan merevitalisasi modal sosial yang hidup 
di tengah masyarakat.  
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Gambar 2.8 
Daerah Perbatasan Di Wilayah Sulawesi  

 
Sumber : Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah) 

 
Berdasarkan hasil penilaian prioritas lokasi penanganan kawasan perbatasan dalam RPJM 

Nasional 2010 s/d 2014, di wilayah Sulawesi telah diindikasi 5 kecamatan yang terletak di kawasan 
perbatasan laut. Hasil indikasi dengan menggunakan indikator geografis, demografis, pertahanan dan 
keamanan  serta  kriteria  pusat  pelayanan,  terdapat  3  kecamatan  pada  kategori  “prioritas-1”  dan  dua    
kecamatan  pada  kategori  “prioritas-3”, sebagaimana pada Tabel 2.23.   
 

Tabel 2.23 
Lokasi Prioritas Perbatasan Darat dan Perbatasan Laut  

Wilayah Sulawesi 
 

No Wilayah Provinsi Kabupaten  Kec. Prioritas I  Kec. Prioritas II  Kec. Prioritas III
A Perbatasan Darat 0 0 0 0
B Perbatasan Laut

Sulawesi Utara 1 Kep.Sangihe 1 Tabukan Utara 1 Tahuna
2 Kep.Talaud 2 Melonguane 2 Nanusa

3 Miangas
Sub Total 2 Kabupaten 3 Kecamatan 2 Kecamatan

C Wilayah Sulawesi 2 Kabupaten 3 Kecamatan 0 Kecamatan 2 Kecamatan
Total Indonesia (15) 40 Kabupaten 53 Kecamatan 30 Kecamatan 43 Kecamatan

A Perbatasan Darat (4) 16 Kabupaten 28 Kecamatan 13 Kecamatan 25 Kecamatan
B Perbatasan Laut (11) 24 Kabupaten 25 Kecamatan 17 Kecamatan 18 Kecamatan
Sumber : Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2011, diolah.  
 
2.7.2. Rencana Tata Ruang Wilayah 
 

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi, 
pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau 
Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang eksternal cukup besar; (2) 
mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerja 
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sama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3) 
memprioritaskan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan 
tingkat perkembangan antarwilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus 
kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi 
potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5) 
mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah 
beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan 
dan kawasan budi daya lainnya berikut kota-kota pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawasan dan 
pusat-pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di 
kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan 
daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai 
luasan minimal 40 persen dari luas keseluruhan Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi risiko 
dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan aset sosial-
ekonominya, baik yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budi daya; (8) 
meningkatkan upaya pengembangan dan pelestarian kesenian daerah; (9) meningkatkan upaya 
penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; (10) memperluas pengerahan tenaga 
terdidik untuk pembangunan perdesaan; (11) meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pembinaan 
olahraga; (12) meningkatkan upaya pembinaan olahraga yang bersifat nasional; (13) meningkatkan 
kerja sama pola kemitraan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga; (14) 
mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, 
pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; serta (15) mengembangkan pemanfaatan ruang 
untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.  

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Sulawesi ditekankan pada terbentuknya 
fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang 
meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 
dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKN di 
Pulau Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong optimalisasi pengembangan kawasan perkotaan 
Mamminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado-Bitung sebagai pusat 
pelayanan primer yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya, (2) mendorong pengembangan 
kota-kota Gorontalo, Palu, dan Kendari sebagai pusat pelayanan sekunder. Pengembangan PKW di 
Pulau Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota-kota Tomohon, Kotamobagu, 
Tondano, Isimu, Marisa, Kwandang, Luwuk, Pare-pare, Kolonodale, Palopo, Watampone, Bulukumba, 
Jeneponto, Pangkajene, Barru, Lasolo, Rarowatu, Raha, Baubau, dan Kolaka sebagai pusat pelayanan 
sekunder; (2) mengendalikan pengembangan kota-kota Mamuju, Poso, Buol, Donggala, Toli-Toli, 
Tondano, dan Unaha sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. 
Pengembangan PKL di Pulau Sulawesi diarahkan ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi 
berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam 
RTRWN. Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara diarahkan pada pengembangan kota 
Melonguane dan Tahuna.  
 
2.7.3.    Pengembangan Wilayah Kelautan 

 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang saat ini wilayah kelautan belum dikelola secara 

optimal sehingga hasil produksi sumberdaya kelautan belum memberi kontribusi yang tinggi 
terhadap pendapatan wilayah dan masyarakat. Dalam RPJMN 2005-2025 antara lain diarahkan 
pengelolaan wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran dan 
membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 
kekayaan laut secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya kelautan mencakup beberapa aspek, 
selain aspek ekonomi produksi wilayah kelautan dan pesisir juga mencakup konektivitas 
perdagangan antar wilayah pulau, sarana dan prasarana kelautan, kapasitas sumberdaya manusia 
maupun aspek kelembagaan  perencana dan pengelola wilayah kelautan. Hubungan antara 
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pertumbuhan ekonomi di wilayah daratan antar pulau satu dengan wilayah daratan pada wilayah 
pulau yang lain adalah melalui arus barang dan jasa. Wilayah yang mempunyai simpul wilayah 
kelautan berupa pelabuhan mempunyai peluang untuk pengembangan distribusi barang dan jasa.  
Oleh karena itu, konsep mengelola wilayah kelautan pada prinsipnya adalah meningkatkan fungsi 
konektivitas perdagangan antara wilayah pulau yang berkelanjutan.  

Dalam RPJMN 2010-2014 terdapat lima wilayah pengembangan kelautan yaitu: (1) Wilayah 
Pengembangan Kelautan Sumatera, (2) Wilayah Pengembangan Kelautan Malaka, (2) Wilayah 
Pengembangan Kelautan Jawa, (4) Wilayah Pengembangan Kelautan Makassar-Buton dan (5) 
Wilayah Pengembangan Kelautan Banda Maluku. 

Wilayah pengembangan kelautan Makassar terletak di antara  Pulau Sulawesi di sebelah 
timur dan Pulau Kalimantan di sebelah barat. Di utara, wilayah ini berbatasan dengan Laut Sulawesi 
(wilayah pengembangan kelautan Papua), sedangkan di selatan berbatasan dengan Kepulauan Nusa 
Tenggara. Wilayah ini sangat strategis dalam menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan 
Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di Kawasan ini terdapat Kota-Kota dan Pelabuhan yang berada di 
sekeliling Selat Makassar yang terletak di pantai barat Pulau Sulawesi, dari arah selatan ke utara 
berturut-turut Makassar, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Polewali, Mamuju, Majene, Donggala, 
Pantoloan dan Toli-Toli. Kota-kota pelabuhan tersebut berfungsi sebagai penghubung produk wilayah 
daratan Sulawesi Bagian Selatan dengan Sulawesi Bagian Utara maupun penghubung produk Pulau 
Maluku dan Papua dengan Pulau Jawa-Bali.           

Wilayah ini mempunyai potensi sumberdaya migas hasil endapan kompleks Delta Mahakam 
serta endapan emas di Teluk Bone. Kaya akan keragaman hayati, terutama di Selat Buton yang 
merupakan kawasan wisata laut. Untuk hasil perikanan tangkap, perikanan laut dan peraran umum, 
terpusat di Sulawesi, demikian pula budidaya udang perairan terpusat di sepanjang wilayah pantai 
Sulawesi. Potensi perikanan cukup tinggi, namun belum dikelola secara optimal. Wilayah ini dilalui 
jalur pelayaran nasional dan nusantara, untuk Selat Makassar dilalui jalur pelayaran internasional. 
Arus perdagangan antar pulau dan antar Asia Pasifik terpusat di pelabuhan internasional yang 
terletak Makassar (Sulawesi Selatan), melayani volume ekspor dan impor yang tertinggi di wilayah 
Pulau Sulawesi.   

Kebijakan pengembangan wilayah ini diarahkan pada peningkatan interaksi perdagangan 
intrapulau maupun antarpulau dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai pusat 
pertumbuhan dan penggerak perkembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia. Strateginya adalah: 
(1) peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut intrapulau (2) peningkatan sistem 
transportasi laut untuk memperkuat fungsi konektivitas antar wilayah pulau Kawasan Timur dan 
Kawasan Barat Indonesia, (3) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan internasional Makassar 
untuk mendukung ekspor komoditas unggulan, (4) peningkatan lembaga pendukung pendidikan dan 
pelatihan serta penelitian di bidang kelautan. 
 
2.7.4.    Percepatan Pembangunan Ekonomi Wilayah Sulawesi 
 

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia untuk mendukung 
pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, pemerintah 
telah menyusun Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan 
koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah 
yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di 
antara dua benua dan dua samudera, wilayah kepulauan Indonesia memiliki sebuah konstelasi yang 
unik, dantiap kepulauan besarnya memiliki peran strategis masing-masing yang ke depannya akan 
menjadi pilar utama untuk mencapai visi Indonesia tahun 2025. Dengan memperhitungkan berbagai 
potensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan 
geografis masing-masing pulau), telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi seperti yang tergambar 
pada peta 2.8. 
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Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan 
pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: 
1. Koridor   Ekonomi   Sumatera   memiliki   tema   pembangunan   sebagai   “Sentra   Produksi   dan  

Pengolahan Hasil Bumi dan  Lumbung  Energi  Nasional”; 
2. Koridor   Ekonomi   Jawa   memiliki   tema   pembangunan   sebagai   “Pendorong   Industri   dan   Jasa  

Nasional”;   
3. Koridor   Ekonomi   Kalimantan   memiliki   tema   pembangunan   sebagai   “Pusat   Produksi   dan  

Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”;   
4. Koridor   Ekonomi   Sulawesi   memiliki   tema   pembangunan   sebagai   ‘’   Pusat   Produksi   dan  

Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional; 
5. Koridor Ekonomi Bali – Nusa   Tenggara  memiliki   tema   pembangunan   sebagai   ‘’Pintu   Gerbang  

Pariwisata  dan  Pendukung  Pangan  Nasional’’;   
6. Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan   Maluku   memiliki   tema   pembangunan   sebagai   “Pusat  

Pengembangan  Pangan,  Perikanan,  Energi,  dan  Pertambangan  Nasional” 
 

Gambar 2.9 
Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 

 

 
 
Untuk mendukung MP3EI, sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Sulawesi, 

tema pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi difokuskan upaya percepatan dan perluasan 
pembangunan pada beberapa sektor unggulan, yaitu pertanian pangan khususnya padi dan jagung, 
kakao, perikanan dan nikel. Selain itu, kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi dapat 
dikembangkan yang potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini. 

Upaya dimaksud adalah dalam membangun pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi 
sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan 
pertambangan nasional. Oleh karena itu, dalam daftar rencana investasi fast-track MP3EI akan 
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didominasi oleh kegiatan ekonomi utama pertanian pangan dan energi (migas dan gas bumi 
batubara) dan mineral (bauksit dan besi baja). Adapun kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam 
Koridor Ekonomi Sulawesi akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Kota Makassar, Manado, 
Palu, Kendari, Gorontalo dan Mamuju yang terkoneksi melalui Jalur Penghubung Koridor 
sebagaimana disajikan pada Gambar  2.10. 
 

Gambar 2.10 
Pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi 

 

 
 

 
Berikut diuraikan secara singkat pengembangn komoditas unggulan koridor Sulawesi. 
 

1. Pertanian Pangan 
 
Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbang 10 

persen produksi padi nasional dan 15 persen produksi jagung nasional. Pertanian pangan 
menyumbang 13 persen PDRB Sulawesi. Terdapat kawasan potensial untuk pengembangan pangan 
di wilayah Sulawesi, yaitu Kawasan BOSOWASIPI (Bone-Soppeng-Wajo-Siderap-Pinrang di Sulawesi 
Selatan, dengan luas areal 116 847 hektar sawah dengan pola tanam padi-padi-palawija atau padi-
padi-padi.  
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Mengingat adanya keterbatasan potensi ekspansi areal pertanian, maka peningkatan 
produksi pangan yang paling memungkinkan adalah melakukan intensifikasi pangan. Produktivitas 
padi di Sulawesi masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. 
 
2. Kakao 

 
Kegiatan pengembangan perkebunan dan industri kakao bertujuan untuk meningkatkan 

produksi kakao(biji dan produk olahan kakao) yang berdaya saing internasional; dan 
mengembangkan industri kakao yang mampu memberi peningkatan pendapatan bagi para petani 
dan pelaku usaha kakao. 

Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan kakao, 
baik perkebunan maupun industri pengolahan kakao. Total luas lahan kakao di Sulawesi mencapai 
838.037 ha atau 58 persen dari total luas lahan di indonesia. Sebagian besar lahan tersebut dimiliki 
oleh petani (96 persen). Namun demikian, pengembangan kakao di Pulau Sulawesi menghadapi 
tantangan berupa kendala produksi, teknologi, kebijakan dan infrastruktur. Kurang tersedianya 
infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan gas di provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan 
Sulawesi Barat menyebabkan pula kehilangan peluang pasar sebesar 600 ribu ton yang setara dengan 
USD 360 juta. 
 
3. Perikanan 

 
Dilihat dari produksi perikanan di Indonesia berdasarkan sebaran wilayahnya, Koridor 

Ekonomi Sulawesi merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut terbesar di Indonesia. 
Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama di 
Koridor Ekonomi Sulawesi. 

Saat ini perikanan berkontribusi sekitar 22 persen dari total PDRB sub sektor pertanian 
pangan (70 persen tangkapan dan 30 persen budidaya) dimana sekitar 20 persen dari aktivitas 
perikanan tersebut merupakan perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya. Potensi 
pengembangan perikanan terus berkembang secara signifikan karena sebagian besar hasil perikanan 
di Sulawesi adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekspor seiring dengan permintaan global yang terus 
meningkat. 
 
4. Nikel 

 
Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah 

menciptakan industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (refining) hasil 
produksi nikel. Indonesia belum memilki fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian 
memberikan nilai tambah yang sangat tinggi. 

Empat lokasi penting di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel berlimpah adalah:  (1) 
Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; (2) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;(3) 
Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;dan (4) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. 
 
5. Minyak Bumi dan Gas 

 
Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang belum 

teridentifikasi dan tereksplorasi dengan baik. Industri minyak dan gas bumi memiliki potensi untuk 
berkembang di Pulau Sulawesi namun menghadapi tantangan berupa kontur tanah dan laut dalam. 
Hal ini menyebabkan tingkat kesulitan teknis yang tinggi yang  berujung pada tingginya biaya 
eksploitasi migas di Sulawesi. 

Potensi minyak bumi Koridor Ekonomi Sulawesi relatif kecil dibandingkan wilayah lain 
Indonesia dengan cadangan sebesar 49,78 MMSTB dari total 7.998,49 MMSTB cadangan minyak 
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bumi Indonesia, atau hanya 0,64 persen dari total cadangan Indonesia. Sedangkan potensi gas bumi 
Koridor Ekonomi Sulawesi juga relatif tidak besar dibandingkan wilayah lain Indonesia dengan 
cadangan sebesar 4,23 TSCF dari total 157,14 TSCF cadangan gas bumi Indonesia, atau hanya 2,69 
persen dari total cadangan Indonesia. 

Kegiatan ekonomi utama Migas di Koridor Ekonomi Sulawesi akan terpusat pada beberapa 
lokasi berikut: (1) Area eksploitasi gas bumi di Donggi Senoro, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 
(2) Area eksploitasi minyak bumi di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah (3) Area eksploitasi gas bumi 
di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (4) Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Wajo, Sulawesi 
Selatan dan (5) Lapangan Migas Karama, Sulawesi Barat 
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BAB 3.  ISU STRATEGIS WILAYAH PULAU SULAWESI 
 

3.1.  Fakta, Potensi dan Masalah 
 
Pengembangan wilayah Pulau Sulawesi, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, 

sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Pulau 
Sulawesi memiliki posisi geografis yang relatif strategis di wilayah timur Indonesia dan berhadapan 
langsung dengan kawasan Asia Timur, khususnya Philipina  yang menjadi salah satu lintasan 
perekonomian dunia. Wilayah Pulau Sulawesi berada pada posisi strategis nasional karena dari 
arah utara sampai timur pulau ini dilintasi oleh lautan Pacifik  yang merupakan alur laut terbuka 
bagi pelayaran dari Laut Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya. Sementara Pulau Sulawesi 
bagian selatan terdapat wilayah kelautan Makassar-Buton yang juga terbuka bagi pelayaran 
menuju kawasan Asia Pasifik, dan Amerika Bagian Selatan.  Dengan demikian, Wilayah Pulau 
Sulawesi berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia 
Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Selain itu, wilayah Pulau Sulawesi memiliki akses 
perdagangan paling strategis sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Indonesia Timur dengan 
sumber daya alam cukup lengkap baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan 
pertambangan. Wilayah Pulau Sulawesi juga memiliki letak geografis dan hubungan interaksi yang 
kuat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia. 

Berbagai prasarana dan sarana, peluang usaha dan ketersediaan sumberdaya manusia di 
wilayah Sulawesi khususnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan tersedia cukup memadai. 
Wilayah Pulau Sulawesi diharapkan menjadi wilayah penopang utama dalam menghadapi 
persaingan global terutama dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengembangan 
wilayah Pulau Sulawesi akan menghadapi berbagai isu strategis: (1) peningkatan jumlah penduduk 
yang memerlukan lapangan kerja, (2) menurunnya daya dukung sumber daya alam dan rusaknya 
lingkungan ekosistem sebagai akibat ekploitasi yang berlebihan, (3) konversi lahan yang tidak 
terkendali tanpa mengikuti rencana tata ruang, (4) meningkatnya konflik sosial yang disertai 
dengan kekerasan, (5) pergeseran cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengutamakan 
konsumsi.  

Tantangan yang akan dihadapi wilayah Sulawesi adalah penyesuaian terhadap perubahan 
yang terjadi pada tataran global dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan lokal. 
Tantangan ini tidak hanya menyangkut perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi 
informasi, tetapi juga perubahan cara pandang, nilai dan gaya hidup. Tantangan hanya dapat 
diatasi dengan terus meningkatkan mutu sumberdaya manusia, mendorong peningkatan 
kesejahteraan rakyat antara lain melalui perbaikan jangkauan dan kualitas layanan publik, 
penguatan ketahanan budaya, peningkatan kemandirian, pengembangan ekonomi rakyat, dan 
peningkatan daya saing.  

Upaya menjawab berbagai tantangan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya dalam 
peningkatan kualitas, proses dan kinerja politik dalam menghormati, melindungi dan memenuhi 
hak-hak dasar rakyat; pemantapan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi rakyat; 
penegakan hukum secara adil dan tanpa diskmrinasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas 
aparat dalam memberikan layanan kepada rakyat. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah 
peningkatan dan perluasan jangkauan sarana dan prasarana yang menghubungkan rakyat di 
pelosok daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan; pengembangan wilayah 
dan penataan ruang secara cermat, disiplin, dan terpadu dengan memperhatikan tata guna lahan, 
zonasi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan 
berkelanjutan. Rekayasa, pengembangan dan penyebaran teknologi dalam bidang produksi, 
informasi, dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman juga menjadi tantangan 
wilayah Sulawesi Oleh sebab itu, pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis 
penguatan daya saing wilayah Sulawesi menjadi kian penting dan mendesak.  
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3.2.  Analisis Penyusunan Isu Strategis Wilayah  
 
3.2.1.  Typologi Klassen 

Bagian ini menggambarkan kualitas kinerja wilayah provinsi yang diindikasi dari analisis 
hubungan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kualitas sumberdaya manusia. Pada tahap awal 
hubungan antar varibel kunci tersebut di petakan dengan menggunakan pendekatan Matriks 
Klayssen Typology. Analisis kualitas akan ditunjukkan dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi 
dan APBD yang dikaitkan dengan indikator kemajuan ekonomi (Gambar 3.1). 

 
Gambar 3.1 

Kecenderungan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penurunan 
 Tingkat Kemiskinan 
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Pada Gambar 3.1. terlihat bahwa hampir seluruh provinsi di wilayah Sulawesi, yaitu 
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berada 
pada tingkat pertumbuhan yang tinggi serta pro  kemiskinan (pro-poor).  Sementara untuk 
Provinsi Sulawesi Utara berada di kuadran II yang berarti memiliki pertumbuhan ekonomi 
tinggi namun tingkat pengurangan kemiskinan rendah yang berarti kurang pro kemiskinan.  
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Gambar 3.2   

Kecenderungan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi  
dengan Penurunan Tingkat Pengangguran 
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Pada Gambar 3.2. terlihat bahwa untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan 

Sulawesi Tenggara berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi serta pro  pengurangan 
pengangguran (pro-job). Sementara untuk Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan 
Sulawesi Barat, berada di kuadran II yang berarti memiliki pertumbuhan tinggi namun 
tingkat pengurangan pengangguran rendah, yang bertati kurang pro job atau tidak pro pada 
penyerapan tenaga kerja. 

Gambar 3.3 
Kecenderungan Pertumbuhan Ekonomi dengan 

 Penurunan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada Gambar 3.3. terlihat bahwa Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Selatan, dan Sulawesi Barat berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi serta  berpihak 
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pada IPM (pro HDI). Sementara untuk Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, 
berada di kuadran II yang berarti memiliki pertumbuhan tinggi namun tingkat tidak berpihak 
pada IPM (pro HDI). 
 
3.2.2.    Sektor Unggulan  

 
Berdasarkan analisis Inter Regional Input Output dapat dilihat sektor-sektor kunci 

yang memiliki backward linkages (keterkaitan kebelakang) atau disebut juga derajat 
kepekaan yang tinggi dan forward linkages (keterkaitan kedepan) atau daya sebar yang 
tinggi. Sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi menunjukkan bahwa sektor tersebut 
mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibanding sektor lainnya. Sedangkan sektor yang 
mempunyai derajat kepekaan yang tinggi menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai 
ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain. Sektor kunci didefinisikan sebagai sektor 
yang memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan ditentukan 
berdasarkan index total keterkaitan kebelakang dan kedepan. Sektor kunci adalah sektor 
yang memiliki Index Total Keterkaitan ke belakang dan ke depan lebih besar dari satu. 

 
Tabel. 3.1 

Analisis Sektor Kunci Wilayah Sulawesi 
 

No Sektor dan Sub Sektor Linkages 
    Backward Forward 

1 Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi 1,39972 1,29409 
2 Industri makanan minuman 1,36289 1,07520 
3 Bangunan 1,35082 1,21233 
4 Perdagangan 1,00997 1,84864 
Sumber: hasil analisis tabel IRIO 2005 

 
 
Dari 30 sektor dan sub sektor, ditemukan empat sektor kunci di wilayah Sulawesi. 

Perlu dikemukakan bahwa industri makanan dan minuman, sektor bangunan, dan 
perdagangan adalah sektor-sektor kunci yang mendominasi hampir di setiap provinsi di 
pulau Sulawesi.  Namun demikian, apabila ditinjau secara keseluruhan, maka sektor kunci 
utama di pulau Sulawesi adalah industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi. 
Dengan demikian di Pulau Sulawesi perlu dikembangkan pembangunan sektor-sektor yang 
menjadi sektor kunci dalam perekonomian, baik dilihat dari perspektif provinsi maupun 
pulau, yaitu:  
1. Industri dasar besi dan baja dan logam dasar bukan besi di Provinsi Sulawesi Tenggara 
2. Industri makanan dan minuman di hampir setiap provinsi kecuali Provinsi Sulawesi 

Utara  
3. Sektor bangunan di hampir setiap provinsi  
4. Perdagangan di semua provinsi wilayah pulau Sulawesi  

Selanjutnya apabila ditelaah di masing-masing provinsi, terdapat keragaman sektor 
unggulan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2  
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Tabel. 3.2 

Analisis Sektor Kunci Wilayah Sulawesi 
 

No Provinsi Sektor kunci 

1 Sulawesi Utara 
industri kelapa sawit, industri barang kayu, rotan dan 
bambu, listrik gas dan air bersih, angkutan darat, 
peternakan dan hasil-hasilnya, dan bangunan. 

2 Gorontalo 
angkutan udara, industri makanan minuman, perikanan, 
bangunan, dan hotel dan restoran 

3 Sulawesi Tenggara 

industri makanan dan minuman, perdagangan, peternakan 
dan hasil-hasilnya, bangunan, industri dasar besi dan baja 
dan logam dasar bukan baja, angkutan darat, dan tanaman 
perkebunan  

4 Sulawesi Selatan 
industri makanan dan minuman, bangunan industri barang 
kayu, rotan dan bambu 

5 Sulawesi Tengah 
bangunan, industri barang kayu, rotan dan bambu, industri 
makanan dan minuman, industri kelapa sawit,  angkutan 
darat, dan perdagangan.  

6 Sulawesi Barat 
industri makanan dan minuman, bangunan industri barang 
kayu, rotan dan bambu 

 Sumber: hasil analisis tabel IRIO 2005 
 

3.3. Isu Strategis Pulau Sulawesi 
 
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi cukup tinggi dan berpotensi untuk mengurangi 

ketimpangan pembangunan antar wilayah Jawa-Bali. Terdapat tiga sektor utama pendukung 
PDRB wilayah didominasi oleh sektor primer yang berbasis sumberdaya alam, khususnya 
pertanian, pertambangan dan sektor perdagangan, hotel dan  restoran. Sementara untuk 
pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah juga didominasi sektor pertambangan serta 
sektor perdagangan, hotel dan restoran.  Selanjutnya sebagai sektor penyerap tenaga kerja 
yang tinggi adalah sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan  restoran. Dengan 
dukungan sektor tersebut belum cukup untuk meningkatkan PDRB wilayah, dengan 
kontribusi yang masih rendah terhadap PDRB Indonesia dan menduduki posisi keempat 
setelah Jawa-Bali, Sumatera dan Kalimantan. Masih terdapat kesenjangan ekonomi yang 
tinggi di antara wilayah provinsi dalam pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan dengan 
Gorontalo dan Sulawesi Barat, yang berdampak pada kesenjangan pendapatan/kapita 
terutama antara  di Provinsi Sulawesi Utara dengan  Sulawesi Tengah. Rendahnya 
perekonomian tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut belum 
efektif untuk mendukung pengurangan pengangguran, kemiskinan dan peningkatan IPM. 
Kondisi ini terkait dengan belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi 
masyarakat, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Barat.   

Secara keseluruhan pemetaan isu strategi berikut ini dilakukan dengan melihat fakta 
atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari 
hubungan antar variable. Adapun isu strategi untuk wilayah Pulau Sulawesi.  

  
1. Rendahnya nilai tambah komoditas unggulan 

 
Wilayah Pulau Sulawesi mempunyai potensi pengembangan perekonomian berbasis 

sumber daya alam terutama pada sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, 
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petenakan dan perikanan. Pengembangan pada sektor pertanian telah menghasilkan produk 
unggulan seperti kelapa, padi, jagung, kakao dan ternak sapi. Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan lumbung padi dan jagung, sementara Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi 
Tengah  merupakan daenah ternak sapi.  Namun terlihat belum optimalnya pengembangan 
sektor unggulan perikanan dan pariwisata bahari di  Provinsi  Gorontalo, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan; belum optimalnya pengembangan potensi produksi 
dan pengembangan industri pengolahan komoditi unggulan tanaman pangan padi dan 
jagung untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di wilayah Sulawesi; belum 
optimalnya pengembangan potensi komoditi unggulan perkebunan yang didukung dengan 
industri pengolahan; belum optimalnya pengembangan potensi komoditi unggulan 
pertambangan nikel, aspal, serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan industri 
pengolahan secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; serta 
belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata berbasis cagar budaya yang ditetapkan 
sebagai warisan dunia yang terdapat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 

 
2. Rendahnya daya saing tenaga kerja 

 
Faktor pendidikan dan ketrampilan sangat mempengaruhi daya saing dalam dunia 

kerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan rendahnya kontribusi 
terhadap hasil kerja dan daya saing tenaga kerja. Di seluruh provinsi wilayah Sulawesi sektor 
utama yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer, khususnya pertanian 
pangan dan perkebunan. Selanjunya sektor tersier, terutama perdagangan, hotel, restoran 
serta sektor jasa. Namun demikian, tenaga kerja yang tersedia tingkat pendidikan dan 
keterampilannya rendah terutama di pedesaan, sehingga  mempengaruhi tehadap daya 
saing, terutama pada sector – sektor yang membutuhkan pendidikan dan skills yang tinggi. 
Hal ini mengakibatkan masih tingginya angka pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi.. 

 
3. Rendahnya minat investor asing dan domestik untuk investasi di Sulawesi  

 
Wilayah Pulau Sulawesi memiliki banyak potensi sumber daya alam yang bisa 

dikembangkan diantaranya sektor pertanian (perkebunan dan perikanan) dan periwisata 
(budaya, alam termasuk laut dan daratan). Namun sampai dengan saat ini potensi yang 
diminati oleh  investor luar negeri dan dalam negeri adalah sektor pariwisata (perhotelan 
dan jasa wisata). Sedangkan sektor primer dan trasier tidak diminati oleh investor luar dan 
dalam negeri, karena sarana prasarana pendukung seperti ketenagakerjaan, transportasi 
dan energi , keamanan dan stabilitas politik daerah  dan regulasi kurang mendukung.  

 
4. Rendahnya Pembangunan Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

 
Pembangunan perikanan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah 

satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi perekonomian wilayah Pulau 
Sulawesi Utara dengan potensi kekayaan sumber daya perikanan yang besar. Namun hal ini 
belum didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tangguh, sarana dan prasarana 
yang memadai, jaringan informasi yang tertata dan pemasaran yang kuat.  

   
5. Belum optimalnya Pemanfaatan potensi sumberdaya laut untuk pengembangan 

sektor pariwisata 
 

Wilayah Pulau Sulawesi mempunyai potensi obyek pariwisata yang menjadi 
unggulan nasional dan beberapa diantaranya menjadi tujuan wisata nusantara dan 
mancanegara, seperti Taman Laut Bunaken (Sulawesi Utara), Toraja (Sulawesi Selatan). 
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Sementara itu, juga sedang berkembang obyek wisata karang bawah laut di Wakatobi 
(Sulawesi Tenggara).  Industri pariwisata Sulawesi Utara menjadi dalah satu kegiatan 
ekonomi yang memberikan konstribusi cukup besar terhadap kegiatan terkait seperti sektor 
perdagangan, hotel dan restoran serta transportasi. Namun pengelolaan sumber daya alam 
yang ada untuk pengembangan sektor pariwisata tidak didukung dengan sarana prasarana 
pendukung dasar yang memadai seperti jalan, alat transportasi, penginapan dan 
sumberdaya manusia dan upaya-upaya pembenahan lingkungan.  

 
6. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan 

 
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di wilayah Pulau Sulawesi rendahnya 

kualitas sumberdaya manusia di wilayah  perdesaan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, yang secara umum disebabkan oleh rendahnya akses 
masyarakat di wilayah perdesaan. Keadaan itu mengakibatkan rendahnya produktivitas dan 
daya saing perekonomian daerah. Di samping itu, pemerataan dan tingkat kualitas 
pendidikan penduduk belum optimal. Beberapa indikator kesehatan sampai dengan saat ini 
masih menunjukkan kualitas kesehatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan antar wilayah maupun antar individu. Sementara itu, pembangunan di bidang 
pendidikan yang diperlukan adalah penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan 
pemerataan pendidikan. 

 
7. Tingginya penduduk miskin dan pengangguran di daerah pedesaan. 

 
Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah yang harus ditanggulangi di 

wilayah Pulau Sulawesi, khususnya di daerah pedesaan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya 
keterampilan kerja dan kemampuan pengembangan usaha masyarakat di perdesaan, 
rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan untuk pengembangan usaha, 
dan rendahnya akses masyarakat terhadap sarana produksi dan pemasaran produk 
pertanian.. Perkembangan ekonomi wilayah lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan 
sehingga berdampak pula pada rendahnya pengurangan tingkat kemiskinan.  Jumlah 
pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi menunjukan bahwa jumlah pengangguran 
tetinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, presentase pengangguran terbuka tertinggi 
terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat Barat memiliki 
jumlah dan tingkat pengangguran paling rendah di tingkat wilayah, tetapi juga memiliki 
PDRB per kapita yang paling rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian dan 
perkebunan di kedua provinsi ini mampu menyerap tenaga kerja, namun memiliki nilai 
tambah relatif kecil.   

 
8. Terbatasnya dukungan infrastruktur dalam memacu perekonomian daerah  

Ketersediaan infrastruktur jalan di wilayah Sulawesi dewasa ini belum optimal 
Terdapat beberapa ruas jalan nasional (trans Sulawesi) maupun jalan provinsi di Sulawesi 
Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah dalam kondisi rusak yang disebabkan oleh 
terbatasnya kemampuan dalam pemeliharaan jalan negara, jalan provinsi dan jalan 
kabupaten yang rusak ringan dan rusak berat. Rusaknya infrastruktur jalan berimplikasi  
pada tingginya biaya transaksi  dan transportasi yang mengakibatkan daya saing komoditi 
dari Sulawesi ke pasar regional maupun eksport menjadi rendah. Demikian pula Sarana dan 
prasarana transportasi laut dan transportasi udara belum terpadu pada aktifitas antar moda 
transporatsi darat, laut, dan udara sehingga biaya transaksi  dan transportasi menjadi tinggi 
dan mengakibatkan rendahnya daya saing komoditi dari wilayah Sulawesi ke pasar regional 
maupun eksport menjadi rendah. 
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Terbatasnya infrastruktur untuk  mendukung  interkoneksi jaringan transportasi 
darat antar wilayah selatan dan utara dengan wilayah tengah dan tenggara yang relatif 
tertinggal, termasuk di wilayah kepulauan di Sulawesi Utara, terbatasnya dukungan 
infrastruktur jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan antar kabupaten/antar 
provinsi  serta antara wilayah Sulawesi dengan wilayah negara tetangga. Terbatasnya 
dukungan jaringan transportasi laut antar-negara dan antar-pulau dalam rangka mendukung 
kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan yang menangani petikemas, khususnya Makassar, 
Bitung, Pantoloan, Kendari, Baubau, dan Anggrek. Terbatasnya dukungan sistem  jaringan 
transportasi udara Sulawesi secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi 
wilayah Sulawesi, nasional dan internasional. 

Isu strategis pendukung ekonomi lainnya adalah terbatasnya ketersediaan energi 
listrik untuk memenuhi peningkatan kebutuhan sektor pelanggan, Rendahnya pasokan 
tenaga listrik yang sebagian besar bersumber tenaga diesel yang cukup mahal sehingga 
menjadi kendala dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan. 
Ketersediaan energi listrik saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan 
untuk konsumen rumah tangga maupun industri. Terbatasnya dukungan prasarana dan 
sarana telekomunikasi khususnya di wilayah perdesaan dan pulau-pulau terpencil, serta 
belum meratanya akses masyarakat terhadap air bersih. 
          
9. Masih rendahnya pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan  

 
Di wilayah Pulau Sulawesi terdapat wilayah perbatasan Kebupaten Kepulauan Talaud 

dan Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung 
dengan wilayah negara tetangga Philipina. Wilayah ini sangat strategis dan memiliki potensi 
sumber daya alam yang sangat potensial, namun penetapan  deliniasi dan demarkasi garis 
batas wilayah NKRI dengan Negara Philipina belum tuntas. Adanya ancaman stabilitas politik, 
hukum, dan keamanan di wilayah perbatasan yang disebabkan oleh terbatasnya sarana 
pendukung pengawasan dan pengamanan di sepanjang garis perbatasan laut dan perairan di 
sekitar pulau-pulau terluar, serta belum optimalnya kerjasama dengan negara Philipina 
dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Disamping itu terdapat 
isu strategis bidang keamanan yaitu belum mantapnya keamanan pasca konflik khususnya di 
wilayah Poso Sulawesi Tengah, yang sewaktu-waktu dapat muncul karena dipicu oleh 
oknum-oknum yang mencoba melakukan provokasi terjadinya konflik sosial. Sementara itu, 
kualitas sumberdaya manusia masih cukup rendah diakibatkan oleh rendahnya aksesibilitas 
masyarakat daerah tertinggal dan perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. 
Hal ini juga yang mendorong belum berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut 
sehingga perekonomian masih cenderung tertinggal. 

 
10. Belum optimalnya pengembangan kota yang mempunyai potensi sebagai pintu 

gerbang perekonomian nasional.  
 
Kondisi ini, ditunjukkan dengan adanya 5 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah 

Sulawesi yang belum optimal dalam mendukung perekonomian wilayah, sesuai dengan 
fungsi pelayanannya ke kawasan-kawasan internasional, pusat ekonomi perkotaan (jasa dan 
industri) nasional dan simpul transportasi yang melayani nasional dan atau beberapa 
provinsi.  
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BAB 4.  TUJUAN, SASARAN DAN DAMPAK YANG 
DIHARAPKAN DARI RENCANA STRATEGIS 
PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI 
 
4.1.  Tujuan Pengembangan Wilayah Pulau 

 
Berdasarkan fakta dan isu strategis  wilayah Pulau Sulawesi, maka tujuan pembangunan 

wilayah pulau Sulawesi untuk kurun waktu 2010-2014 adalah untuk:  
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas berbasis sektor unggulan wilayah di 

wilayah Pulau Sulawesi. 
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah guna mendukung peningkatan 

produktiwitas sektor unggulan di wilayah Pulau Sulawesi 
3. Meningkatkan konektivitas barang dan jasa antar wilayah provinsi dalam Pulau 

Sulawesi dan antara Pulau Sulawesi dengan wilayah pulau lainnya guna 
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah provinsi 
dalam Pulau Sulawesi dan antara Pulau Sulawesi dengan wilayah pulau lainnya 

 
4.2. Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau 
 

Sasaran pengembangan wilayah Pulau Sulawesi dalam kurun waktu 2010-2014 
adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan 

sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran 
di wilayah Sulawesi.  

2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur fisik 
wilayah yaitu jaringan jalan, jaringan irigasi,jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi 

3. Meningkatkan   ketersediaan, kualitas dan jangkauan pelayanan alur barang dan jasa 
melalui moda transportasi darat, laut dan udara. 

 
4.3.  Dampak Yang Diharapkan Dari Pengembangan Wilayah Pulau 

Dampak yang diharapkan dari pengembangan wilayah Pulau Sulawesi secara umum 
adalah terwujudnya target pembangunan Wilayah Pulau yang telah ditetapkan dalam RPJMN 
2010-2014 yaitu pembangunan wilayah yang berkualitas melalui pertumbuhan ekonomi, 
pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta peningkatan IPM (Indeks 
Pembangunan Manusia). Adapun target pembangunan wilayah Pulau Sulawesi adalah sebagai 
berikut. 

 
4.3.1. Pendapatan per Kapita 

 
Target peningkatan pendapatan per kapita untuk wilayah Pulau Sulawesi periode 

tahun 2010-2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1. 
 

Tabel 4.1 
Target Pendapatan per kapita di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2014 

 

No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Sulawesi Utara 7,190,510 7464950 7602170 7739390 7,739,390 
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Sumber: RPJMN 2010-2014 dan diolah dari data BPS 
 
4.3.2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 

 
Target peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Pulau Sulawesi periode 

tahun 2010-2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2 
Target Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2014 

 

 
4.3.3. Pengurangan Pengangguran  

 
Target pengurangan pengangguran untuk wilayah Pulau Sulawesi periode tahun 

2010-2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3. 
 

Tabel 4.3 
Target Pengurangan Pengangguran di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2014 

 

 
4.3.4. Pengurangan Kemiskinan 

 
Target pengurangan kemiskinan untuk wilayah Pulau Sulawesi periode tahun 2010-

2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. 
 

Tabel 4.4 
Sasaran Pengurangan Kemiskinan di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2014 

 

2. Gorontalo 2,693,880 2830050 2898135 2966220 2966,220 
3. Sulawesi Tengah 6,377,820 6737090 6916725 7096360 7,096,360 
4. Sulawesi Selatan  6,102,590 6520360 6729245 6938130 6,938,130 
5. Sulawesi Tenggara 5,126,630 5384245 5513053 5641860 5,641,860 
6. Sulawesi Barat 3,789,520 3789520 3789520 3789520 4,015,760 

No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Sulawesi Utara 5,99 6,36 6,73 7,09 7,46 
2. Gorontalo 7,10 7,28 7,46 7,64 7,82 
3. Sulawesi Tengah 8,74 8,95 9,15 9,36 9,56 
4. Sulawesi Selatan  6,75 7,02 7,30 7,57 7,84 
5. Sulawesi Tenggara 7,73 7,86 7,99 8,11 8,,24 
6. Sulawesi Barat 6,24 6,35 6,47 6,58 6,69 

No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Sulawesi Utara 10,47 10,00 9,53 9,06 8,59 
2. Gorontalo 7, 08 6,06 5,04 4,02 3,00 
3. Sulawesi Tengah 8,76 8,13 7,49 6,86 6,22 
4. Sulawesi Selatan  6,70 6,27 5,83 5,40 4,96 
5. Sulawesi Tenggara 3,87 3,44 3,02 2,59 2,16 
6. Sulawesi Barat 6,29 5,44 4,59 3,74 2,89 

No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 
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Sumber : Buku III RPJMN 2010-2014, diolah  
*  Keterangan:  
1)  Pendapatan per kapita : pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.  
2)   Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  
3)  Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.  
4)  Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.  
 
4.3.5. Pengurangan Angka Kematian Bayi 

 
Target pengurangan angka kematian bayi di Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2010-

2014, ditampilkan pada Tabel 4.5  
Tabel 4.5 

Target Pengurangan Angka Kematian Bayi di Pulau Sulawesi  Tahun 2010-2014 
 

 
4.3.6. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah 
  
 Target peningkatan rata-rata lama sekolah di Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2010-
2014, ditampilkan pada Tabel 4.6. 
 

Tabel 4.6 
Target Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2014 

 

 
4.3.7. Peningkatan Angka Harapan Hidup 
 

Target peningkatan angka harapan hidup di Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2010-
2014, ditampilkan pada Tabel 4.7. 

 

1. Sulawesi Utara 9, 01 7,60 6,20 4,79 3,38 
2. Gorontalo 24,06 22,76 21,47 20,17 18,87 
3. Sulawesi Tengah 17,13 15,85 14,58 13,30 12,02 
4. Sulawesi Selatan  11,28 10,02 8,76 7,50   6,24 
5. Sulawesi Tenggara 17,75 16,84 15,94 15,03 14,12 
6. Sulawesi Barat 17,11 16,30 15,48 14,67 13,85 

No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Sulawesi Utara 12,23 11,43 10,63 9,82 9,02 
2. Gorontalo 31,88 30,46 29,05 27,63 26,21 
3. Sulawesi Tengah 35,28 34,41 33,55 32,68 31,81 
4. Sulawesi Selatan  28,30 27,43 26,56 25,68 24,81 
5. Sulawesi Tenggara 30,46 29,25 28,03 26,82 25,60 
6. Sulawesi Barat 28,30 27,43 26,56 25,68 24,81 

No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Sulawesi Utara 8,96 9,00 9,04 9,08 9,12 
2. Gorontalo 7,10 7,18 7,25 7,33 7,40 
3. Sulawesi Tengah 7,98 8,05 8,12 8,19 8,26 
4. Sulawesi Selatan  8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 
5. Sulawesi Tenggara 7,90 7,98 8,05 8,13 8,20 
6. Sulawesi Barat 7,50 7,80 8,10 8,40 8,70 



 

56 

 

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PULAU SULAWESI 

 

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI 

 
 

 
Tabel 4.7 

Sasaran Peningkatan Angka Harapan Hidup di Pulau Sulawesi  
Tahun 2010-2014 

 

Sumber: RPJMN 2010-2014 dan diolah 
*  Keterangan:  
1)  Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran 

hidup. 
2)  Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas 

untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.  
3)  Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 4) Pendapatan per kapita:  
 

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari 
pemerintah daerah, swasta dan peran masyarakat dalam membangun wilayah Sulawesi. 

No Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Sulawesi Utara 74,47 9,00 9,04 9,08 75,42 
2. Gorontalo 7,10 7,18 7,25 7,33 7,40 
3. Sulawesi Tengah 70,28 8,05 8,12 8,19 71,39 
4. Sulawesi Selatan  69,33 8,20 8,40 8,60 70,80 
5. Sulawesi Tenggara 70,30 7,98 8,05 8,13 71,42 
6. Sulawesi Barat 69,82 7,80 8,10 8,40 71,10 
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BAB 5.  RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH 
PULAU 
 
5.1.  Strategi Pengembangan Wilayah Pulau. 

 
Berdasarkan tujuan, sasaran dan mempertimbangkan isu strategis wilayah Sulawesi, 

maka strategi pengembangan wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2010—2014 adalah 
sebagai berikut:  
1. Mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang 

memiliki peluangpeluang eksternal cukup besar;  
2. Mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi 

melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan 
pemasarannya;  

3. Memprioritaskan kawasan-kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka 
pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk 
pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan;  

4. Mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi 
sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan;  

5. Memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan  dan kawasan budidaya lainnya, 
berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya, dengan kawasankawasan dan 
pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat 
pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional 
lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah;  

6. Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, 
perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan;  

7. Mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, 
sosial, dan budaya. 

 
5.2. Arah Kebijakan 
 

Berdasarkan arah pengembangan, tujuan dan sasaran, serta dengan 
mempertimbangkan isu strategis wilayah Sulawesi, arah kebijakan pengembangan wilayah 
Sulawesi kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut.  
 
1.  Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan dan 

lumbung pangan nasional dilaksanakan dengan strategi:  
a.  meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan;  
b.  meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap;  

2.  Pengembangan gugus industri unggulan wilayah, dengan strategi:  
a.  mengembangkan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan berbasis hasil 

laut;  
b.  mengembangkan Gorontalo, Palu, Kendari, dan Mamuju sebagai pusat industri 

pengolahan tanaman pangan dan hortikultura;  
c.  mengembangkan metropolitan Maminasata sebagai pusat industri pengolahan 

berbasis pertanian dan perkebunan;  
3.  Pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan strategi memperkuat jalur wisata 

Toraja-Tomohon-Bunaken dengan Bali.  
4.  Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai satu kesatuan ekonomi domestik, dengan 

strategi:  
a.  mengembangkan integrasi sistem jaringan transportasi darat lintas Sulawesi;  
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b.  meningkatkan intensitas perhubungan laut;  
c.  meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara.  

5.  Pengembangan Sulawesi sebagai hub Kawasan Timur Indonesia, dilaksanakan dengan 
strategi meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan Makassar dan Bitung.  

6.  Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik, dilaksanakan dengan 
strategi:  
a.  meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik;  
b.  diversifikasi sumber energi primer.  

  
7.  Pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dengan 

strategi:  
a.  meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan;  
b.  meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan keterkaitan kawasan perbatasan dengan 

pusat pertumbuhan terdekat.  
 
5.3.  Program dan Kegiatan Prioritas 

 
Program dan kegiatan  prioritas wilayah Pulau Sulawesi merupakan program dan 

kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di seluruh provinsi di 
wilayah Pulau Sulawesi melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Program dan 
kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Wilayah Pulau ini hanya merupakan 
Progam dan Kegiatan yang bersifat prioritas yang ditujukan untuk mengatasi isu strategis 
yang ada di wilayah Pulau khususnya dalam mendukung intekonektivitas antarwilayah.  
Secara lebih lengkap, gambaran program dan kegiatan prioritas dapat dilihat pada Matriks 
sebagai berikut.1   

 
 
 

                                                           

1 Matriks berikut masih bersifat draft, hanya untuk menggambarkan penyusunan rencana aksi 
provinsi sekaligus mengambarkan keterkaitan antara isu strategis, strategi pengembangan, arah 
kebijakan, program, kegiatan, lokasi, dan pendanaan. Template ini perlu difinalisasikan oleh 
pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD dan kementerian sektoral terkait. 
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MATRIKS RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN PULAU SULAWESI2 
 

Isu Strategis 1: Rendahnya Nilai Tambah komoditas unggulan 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Pengembangan 
Slawesi Selatan  
sebagai sentra 
produksi pertanian, 
perkebunan, 
perikanan  

Meningkatkan 
produktivitas 
budidaya pertanian 
tanaman pangan, 
perkebunan,  dan 
perikanan 

Kementan Program Peningkatan 
Produksi, Produktivitas dan 
Mutu Tanaman Pangan Untuk 
Mencapai Swasembada dan 
Swasembada Berkelanjutan 

Pengelolaan Sistem Penyediaan 
Benih Tanaman Pangan 

              

    Kementan   Penanganan Pasca Panen 
Tanaman Pangan 

              

    Kementan   Pengembangan Metode Pengujian 
Mutu Benih dan Penerapan Sistem 
Mutu Laboratorium Pengujian Benih 

              

    Kementan   Penyaluran Subsidi Benih Tanaman 
Pangan 

              

    SKPD Revitalisasi bidang pertanian                 
    Kementan Program Peningkatan 

Produksi, Produktivitas dan 
Mutu Tanaman Perkebunan 
Berkelanjutan 

Peningkatan Produksi, Produktivitas 
dan Mutu Tanaman Tahunan 

              

    Kementan   Dukungan Perlindungan 
Perkebunan 

              

                                                           
2 Matriks berikut masih bersifat draft, hanya untuk menggambarkan penyusunan rencana aksi provinsi sekaligus mengambarkan keterkaitan antara isu strategis, strategi 
pengembangan, arah kebijakan, program, kegiatan, lokasi, dan pendanaan. Template ini perlu difinalisasikan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD dan 
kementerian sekotral terkait. 



 

60 

BAB 5 RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU  

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

    Kementan   Dukungan Pengujian dan 
Pengawasan Mutu Benih Serta 
Penerapan Teknologi Proteksi 
Tanaman Perkebunan 

              

    Kementan Program Peningkatan Nilai 
Tambah, Daya Saing, Industri 
Hilir, Pemasaran dan Ekspor 
Hasil Pertanian 

Pengembangan Mutu dan 
Standarisasi 

              

    Kementan   Pengembangan Pemasaran 
Internasional 

              

    Kementan   Pengembangan Pengolahan Hasil 
Pertanian 

              

    Kementan Program Penyediaan dan 
Pengembangan Prasarana 
dan Sarana Pertanian 

Pengelolaan Air Irigasi Untuk 
Pertanian 

              

    Kementan   Perluasan Areal dan Pengelolaan 
Lahan Pertanian 

              

    Kementan   Fasilitas Pupuk dan Pestisida               
    Kementan   Pelayanan Pembiayaan Pertanian 

dan Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan (PUAP) 

              

    Kementan   Pengelolaan Sistem Penyediaan 
dan Pengawasan Alat Mesin 
Pertanian 

              

    Kementan Program Penciptaan 
Teknologi dan Varietas 
Unggul Berdaya Saing 

Penelitian dan Pengembangan 
Pasca Panen Pertanian 

              

    Kementan   Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Perkebunan 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

    Kementan   Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Pangan 

              

    Kementan Program Pengembangan 
SDM Pertanian dan 
Kelembagaan Petani 

Pemantapan Sistem Penyuluhan 
Pertanian 

              

    Kementan   Pemantapan Sistem Pelatihan 
Pertanian 

              

    Kementan Program Peningkatan 
Diversifikasi dan Ketahanan 
Pangan Masyarakat 

Pengembangan Sistem Distribusi 
dan Stabilitas Harga Pangan 

              

    Kementan   Pengembangan Ketersediaan dan 
Penanganan Rawan Pangan 

              

    Kementan   Pengembangan 
Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan dan Peningkatan 
Keamanan Pangan Segar 

              

 
 

Isu Strategis 2: Rendahnya daya saing tenaga kerja 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN Indikator Lokasi 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Pengembangan 
angkatan kerja 
berkualitas dan 
berdaya saing 

Meningkatkan 
akses pelatihan 
keterampilan kerja 

Kemendiknas Program Pengembangan 
Profesi PTK Dan Penjamin 
Mutu Pendidikan 

Peningkatan Layanan Tenaga 
Kependidikan 

              

    Kemendiknas   Pendidikan dan Pelatihan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 
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    Kemenartran Program Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Kerja dan 
Produktivitas 

Peningkatan Kompetensi Tenaga 
Kerja dan Pengembangan Program 
Pelatihan Bidang Industri 

              

    Kemenartran   Peningkatan Kompetensi Instruktur 
dan Tenaga Kepelatihan 

              

    Kemenartran   Pelatihan Kewirausahaan               
    Kemenartran   Pengembangan Standarisasi 

Kompetensi Kerja dan Program 
Pelatihan 

              

 
 

Isu Strategis 3: Rendahnya minat investor asing untuk investasi di Sulawesi Selatan 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Pengembangan 
gugus (cluster) 
industri pengolahan 
berbasis sumber 
daya alam 

Pengembangan 
sentra produksi 
komoditas 
unggulan 

Kementerian 
Perdagangan 

Program Pengembangan 
Perdagangan Dalam Negeri 

Pengembangan Perdagangan 
dalam Negeri Daerah 

              

    

    Pengembangan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

              

    

Kementerian 
Kelautan dan 
Perikanan 

Program Peningkatan Daya 
Saing Produk Perikanan 

Fasilitasi Penguatan dan 
Pengembangan Pemasaran dalam 
Negeri Hasil Perikanan 

              

      

  Fasilitasi Penguatan dan 
Pengembangan Pemasaran Luar 
Negeri Hasil Perikanan 

              

      

  Fasilitasi Pengembangan Industri 
Pengolahan Hasil Perikanan 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

      

  Fasilitasi Pengembangan Produk 
Hasil Perikanan Non Konsumsi 

              

        

Fasilitasi Pembinaan dan 
Pengembangan Sistem Usaha dan 
Investasi Perikanan 

              

 
 

Isu Strategis 4: Rendahnya Pembangunan Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Pengembangan 
Kalimantan sebagai 
sentra produksi 
pertanian, 
perkebunan, 
kehutanan, dan 
perikanan 

Meningkatkan 
produktivitas 
budidaya pertanian 
tanaman pangan, 
perkebunan, 
kehutanan, dan 
perikanan 

KKP Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Perikanan 
Tangkap 

Pengembangan Pembangunan dan 
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 

              

KKP  Pelayanan Usaha Perikanan 
Tangkap yang Efisien, Tertib, dan 
Berkelanjutan 

              

KKP  Pengembangan Usaha 
Penangkapan Ikan dan 
Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil 

              

  KKP   Pengelolaan Sumber Daya Ikan 
(SDI) 

              

    KKP Program Peningkatan 
Produksi Perikanan Budidaya 

Pengembangan Sistem Perbenihan 
Ikan 

              

    KKP  Pengembangan Sistem Prasarana 
dan Sarana Pembudidayaan Ikan 

              

    KKP  Pengembangan Sistem Produksi 
Pembudidayaan Ikan 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

    KKP   Pengembangan Sistem Usaha 
Pembudidayaan Ikan 

              

    KKP Program Peningkatan Daya 
Saing Produk Perikanan 

Fasilitasi Penguatan dan 
Pengembangan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

              

    KKP   Fasilitasi Pengembangan Industri 
Pengolahan Hasil Perikanan 

              

    KKP   Fasilitasi Pembinaan dan 
Pengembangan Sistem Usaha dan 
Investasi Perikanan 

              

    KKP Program Pengembangan 
Karantina Ikan, Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan 

Pengembangan dan Pembinaan 
Perkarantinaan Ikan 

              

    KKP Pengembangan Sistem Jaminan 
Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan 

              

    KKP   Pengembangan Sistem Manajemen 
Karantina Ikan, Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 

              

 
 

Isu Strategis 5. Pemanfaatan potensi sumberdaya laut untuk pengembangan sektor periwisata 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Pengembangan 
industri pariwisata 
alam dan budaya 

Mengembangkan 
klaster industri 
pariwisata alam 

Kembudpar Program Pengembangan Nilai 
Budaya, Seni dan Perfilman 

Pelestarian Sejarah dan Nilai 
Tradisional 

              

Kembudpar   Pengembangan Masyarakat Adat               



 

65 

BAB 5 RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU  

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

dan budaya Kembudpar   Pelestarian dan Pengembangan 
Kesenian 

              

    Kembudpar Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Pemberdayaan Masyarakat di 
Destinasi Pariwisata 

              

    Kembudpar Peningkatan PNPM Mandiri Bidang 
Pariwisata 

              

    Kembudpar   Pengembangan Daya Tarik 
Pariwisata 

              

    Kembudpar   Pengembangan Standardisasi 
Pariwisata 

              

    Kembudpar   Pengembangan Usaha, Industri dan 
Investasi Pariwisata 

              

    Kembudpar Program Pengembangan 
Sumber Daya Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Kebudayaan 

              

    Kembudpar Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Kepariwisataan 

              

    Kembudpar Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kebudayaan dan 
Kepariwisataan 

              

    Kembudpar   Pengembangan Pendidikan Tinggi 
Bidang Pariwisata 

              

    Kembudpar   Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya 

              

    Kembudpar   Badan Pengembangan Sumber 
Daya Kebudayaan dan Pariwisata 

              

    Kembudpar   Pengembangan Pendidikan 
Kebudayaan 
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Isu Strategis 6. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Pengembangan 
angkatan kerja 
berkualitas dan 
berdaya saing  

Meningkatkan 
akses pendidikan 

Kemendiknas Program Pendidikan Dasar Peningkatan Akses dan Mutu PK 
dan PLK SDLB/SMPLB 

              

  Kemendiknas   Penjaminan Kepastian Layanan 
Pendidikan SD 

              

  Kemendiknas   Penjaminan Kepastian Layanan 
Pendidikan SMP 

              

    Kemendiknas Program Pendidikan 
Menengah 

Peningkatan Akses dan Mutu PK 
dan PLK SMLB 

              

    Kemendiknas   Penyediaan dan Peningkatan 
Layanan Pendidikan SMA/SMK 

              

    Kemendiknas Program Pendidikan Tinggi Penyediaan Layanan Kelembagaan 
dan Kerja Sama 

              

    Kemendiknas   Penyediaan Dosen dan Tenaga 
Kependidikan Bermutu 

              

    Kemendiknas   Penyediaan Layanan Pembelajaran 
dan Kompetensi Mahasiswa 

              

    Kemendiknas   Pengembangan Relevansi dan 
Efisiensi Pendidikan Tinggi 

              

    Kemendiknas   Layanan Tridharma di Perguruan 
Tinggi 

              

    Kemendiknas Program Pendidikan Anak 
Usia Dini, Non Formal dan 
Informal 

Penyediaan Layanan Kursus dan 
Pelatihan 

              

    Kemendiknas   Penyediaan Layanan PAUD               
    Kemendiknas   Penyediaan dan Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Non Formal 

              



 

67 

BAB 5 RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU  

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
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Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

    Kemendiknas   Penyediaan Layanan Pendidikan 
Masyarakat 

              

  
Meningkatkan 
jangkauan 
pelayanan 
kesehatan 

Kemenskes Program Pembinaan Upaya 
Kesehatan 

Pembinaan Upaya Kesehatan 
Dasar 

              

  
  Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi 

Masyarakat Miskin 
              

  
  Kemenskes   Pembinaan Upaya Kesehatan 

Rujukan 
              

  
  Kemenskes   Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi 

Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 
              

  
  Kemenskes   Pembinaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa 
              

  
  Kemenskes   Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu 

Bersalin (Jampersal) 
              

  

  Kemenskes Program Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan 

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, 
Karantina dan Kesehatan Matra 

              

  
  Kemenskes   Pengendalian Penyakit Bersumber 

Binatang 
              

  
  Kemenskes   Pengendalian Penyakit Menular 

Langsung 
              

  
  Kemenskes   Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular 
              

    Kemenskes   Penyehatan Lingkungan               
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Isu Strategis 7: Tingginya penduduk miskin dan pengangguran di daerah pedesaan 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Peningkatan 
kesejahteraan rakyat 
melalui 
pengembangan 
ekonomi lokal 

Memperluas 
kesempatan usaha 
dan meningkatkan 
pemberdayaan 
rumah tangga 
miskin  

Kemendagri Program Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa 

Peningkatan Kemandirian 
Masyarakat Perdesaan (PNPM) 

              

    Kemendagri   Pengembangan Usaha Ekonomi 
Masyarakat 

              

    Kemensos Program Pemberdayaan 
Sosial dan Penanggulangan 
Kemiskinan 

Pelestarian Kepahlawanan, 
Keperintisan, dan Kesetiakawanan 
Sosial 

              

  
  Kemensos   Pemberdayaan Keluarga dan 

Kelembagaan Sosial Masyarakat 
              

  

  Kemensos   Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Kementerian Sosial Ditjen 
Pemberdayaan Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan 
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Isu Strategis 8: Minimnya infrastruktur dasar dan pendukung keterkaitan antar wilayah 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Pengembangan 
sistem jaringan 
infrastruktur 
perhubungan 
multimoda 
terintegrasi yang 
memperkuat 
keterkaitan 
(interkonektivitas) 
domestik dan 
jaringan 
telekomunikasi 

Meningkatkan 
integrasi jaringan 
jalan dengan 
memperhatikan 
integrasinya 
dengan jaringan 
transportasi lainnya 

PU Program Penyelenggaraan 
Jalan 

Pengaturan, Pembinaan, 
Perencanaan, Pemrograman dan 
Pembiayaan Penyelenggaraan 
Jalan 

              

PU   Pengaturan dan Pembinaan Teknik 
Preservasi, Peningkatan Kapasitas 
Jalan 

              

PU   Pembinaan Pelaksanaan Preservasi 
dan Peningkatan Kapasitas Jalan 
Nasional dan Fasilitasi Jalan 
Daerah 

              

  Meningkatkan 
pelayanan jaringan 
angkutan sungai 
dan laut dengan 
memperhatikan 
integrasinya 
dengan jaringan 
transportasi lainnya 

Kemenhub Program Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 
Transportasi Darat 

Pembinaan dan Pengembangan 
Sistem Transportasi Perkotaan 

              

  Kemenhub Manajemen dan Peningkatan 
Keselamatan Transportasi Darat 

              

  Kemenhub   Pembangunan dan Pengelolaan 
Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas 
Angkutan Jalan 

              

  Kemenhub   Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Transportasi ASDP dan 
Pengelolaan Prasarana Lalulintas 
SDP 

              

    Kemenhub Program Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 
Transportasi Laut 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Kegiatan di Bidang Kenavigasian 

              

    Kemenhub Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut 
dan Pantai 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 
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    Kemenhub   Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan 
Pengerukan 

              

    Kemenhub   Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Kegiatan di Bidang Perkapalan dan 
Kepelautan 

              

  Meningkatkan 
integrasi jaringan 
transportasi udara 
dengan 
memperhatikan 
integrasinya dengan 
jaringan transportasi 
lainnya 

Keminfo Program Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 
Transportasi Udara 

Pelayanan Angkutan Udara Perintis               
  Keminfo Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana 
Keamanan Penerbangan 

              

  Keminfo   Pengawasan dan Pembinaan 
Kelaikan Udara dan Pengoperasian 
Pesawat Udara 

              

    Keminfo   Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana Navigasi 
Penerbangan 

              

  Meningkatkan 
jangkauan jaringan 
telekomunikasi 

Keminfo Program Penyelenggaraan 
Pos dan Informatika 

Pelaksanaan Pengamanan Jaringan 
Internet 

              

  Keminfo Pelaksanaan Pemberdayaan dan 
Pemerataan Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Informatika 

              

    Keminfo   Pembinaan dan Pengembangan 
Layanan Khusus Informatika 

              

    Keminfo   Pengendalian Penyelenggaraan 
Pos dan Informatika 

              

    Keminfo   Pembinaan dan Pengembangan 
Penyelenggaraan Pos 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

    Keminfo   Pembinaan dan Pengembangan 
Penyelenggaraan Telekomunikasi 

              

 
 

Isu Strategis 9: Masih rendahnya penegakan hukum, kualitas birokrasi dan partai politik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Pengembangan 
daerah otonom yang 
akuntabel, 
transparan, dan 
berorientasi 
pelayanan publik 

Meningkatkan 
kualitas legislasi 
dan regulasi 

DPR-RI Program Pelaksanaan Fungsi 
Legislasi DPR RI 

Harmonisasi dan Evaluasi 
Pelaksanaan Undang-Undang 

              

DPR-RI   Administrasi Hukum dan Litigasi 
DPR RI 

              

DPD-RI Program Penguatan 
Kelembagaan Dpd Dalam 
Sistem Demokrasi 

Dukungan Penyelenggaraan Fungsi 
Legislasi, Pertimbangan, 
Pengawasan DPD, dan 
Pengembangan Kerja Sama DPD 

              

DPD-RI   Dukungan Penyelenggaraan Fungsi 
Legislasi, Pertimbangan, 
Pengawasan DPD, dan Fungsi 
Badan Kehormatan 

              

BKPM Program Peningkatan Daya 
Saing Penanaman Modal 

Peningkatan Deregulasi Kebijakan 
Penanaman Modal 

              

Lem. Keb 
Peng. 

Program Pengembangan 
Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 

Pemberian Bimbingan Teknis dan 
Advokasi Regulasi Pengadaan 
Barang/Jasa 

              

 B/J 
Pemerintah 

              

Lem. Keb 
Peng.  

Penyusunan Strategi, Kebijakan 
Serta Regulasi di Bidang Iklim 
Usaha dan Kerjasama Internasional 

              

B/J Pemerintah                 
Lem. Keb   Penyusunan Strategi, Kebijakan               
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Peng.  Serta Regulasi di Bidang 
Pengadaan Umum B/J Pemerintah                 

Kemkor Bid 
Kesra 

Program Koordinasi 
Pengembangan Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 

Koordinasi Pengembangan 
Regulasi Sistem Jaminan Sosial 

              

Meningkatkan 
penegakan hukum, 
HAM, dan 
pemberantasan 
korupsi 

Kemenhumham Program Pembentukan 
Hukum 

Fasilitasi Perancangan Peraturan 
Daerah 

              

Kemenhumham   Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan 

              

Kemenhumham   Litigasi Peraturan Perundang-
Undangan 

              

Kemenhumham Program Perlindungan dan 
Pemenuhan Ham 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat               
Kemenhumham Penguatan Ham               
MA Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum 
Pengembangan Kebijakan 
Peradilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) 

              

Kejaksaan RI Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Pidana 
Khusus, Pelanggaran Ham 
yang Berat dan Perkara 
Tindak Pidana Korupsi 

Penanganan Penyelidikan dan 
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 
di Kejaksaan Agung RI 

              

Kejaksaan RI Peningkatan Upaya Hukum, 
Eksekusi dan Eksaminasi (Pidana 
Korupsi) 

              

POLRI Program Penyelidikan dan 
Penyidikan Tindak Pidana 

Penindakan Tindak Pidana Korupsi               

KPK Program Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 

Koordinasi dan Supervisi 
Penindakan Tindak Pidana Korupsi 

              

KPK   Penyelidikan Tindak Pidana 
Korupsi 

              

KPK   Penyidikan Tindak Pidana Korupsi               
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

KPK   Koordinasi dan Supervisi 
Penindakan Tindak Pidana Korupsi 

              

KPK   Penyelenggaraan Pendidikan, 
Sosialisasi, dan Kampanye Anti 
Korupsi 

              

 
 

Isu Strategis 10: Tingginya ancaman kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan pantai 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Peningkatan upaya 
pengelolaan 
konservasi 
sumberdaya alam 
dan lingkungan 
berkelanjutan 

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat dan 
penguatan 
kapasitas 
kelembagaan 
dalam 
penglolaan 
sumberdaya 
alam dan 
lingkungan  

MenLH Program Pengelolaan 
Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

Peningkatan Peran Organisasi 
Kemasyarakatan 

        
      

MenLH Penguatan Inisiatif Masyarakat               
MenLH Peningkatan Peran Masyarakat         

      
  MenLH Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

        

      
  Meningkatkan 

manajemen 
pengendalian 
dan  penegakan 
hukum 

MenLH Program Pengelolaan 
Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

Peningkatan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah 

        
      

  MenLH Peningkatan Kebijakan 
Standarisasi, Teknologi dan 
Produksi Bersih dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

  MenLH Pengendalian Pencemaran 
Udara Sumber Bergerak 

        
      

  MenLH Pengelolaan Sampah Bidang 
Lingkungan Hidup 

        
      

  MenLH Pengendalian Pencemaran 
Manufaktur, Prasarana dan Jasa 

        
      

  MenLH Pengendalian Pencemaran 
Pertambangan, Energi dan 
Migas 

        

      
  MenLH Keanekaragaman Hayati dan 

Pengendalian Kerusakan Lahan 
        

      
  MenLH Pengaduan dan Penaatan 

Hukum Administrasi Lingkungan 
        

      
  MenLH Penegakan Hukum Pidana 

Lingkungan 
        

      
  MenLH Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan 
        

      
  

  

MenLH 

  

Pengembangan Perencanaan 
dan Kerjasama Luar Negeri 
Kementerian Lingkungan Hidup               
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Isu Strategis 11: Tingginya ancaman kerusakan hutan dan lahan 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Peningkatan daya 
dukung lingkungan 
untuk menjamin 
keberlanjutan 
pembangunan dan 
mempertahankan 
fungsi Kalimantan 
sebagai paru-paru 
dunia 

Meningkatkan 
konservasi dan 
rehabilitasi DAS, 
lahan kritis, hutan 
lindung, dan hutan 
produksi 

Kemenhut Program Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian 
Kehutanan 

Penelitian dan Pengembangan 
Konservasi dan Rehabilitasi 

              

Kemenhut Penelitian dan Pengembangan 
Keteknikan Hutan dan Pengelolaan 
Hasil Hutan 

              

Kemenhut Penelitian dan Pengembangan 
Perubahan Iklim dan Kebijakan 
Kehutanan 

              

Kemenhut Program Peningkatan Fungsi 
dan Daya Dukung DAS 
Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat 

Penyelenggaraan Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan dan Reklamasi 
Hutan di Das Prioritas 

              

Kemenhut Pembinaan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Das 

              

Kemenhut Pengembangan Perbenihan 
Tanaman Hutan 

              

Kemenhut Penyelenggaraan Perbenihan 
Tanaman Hutan 

              

Kemenhut Program Konservasi 
Keanekaragaman Hayati dan 
Perlindungan Hutan 

Pengembangan Kawasan 
Konservasi, Ekosistem Esensial, 
dan Pembinaan Hutan Lindung 

              

Kemenhut Pengendalian Kebakaran Hutan               
Kemenhut Penyidikan dan Pengamanan Hutan               
Kemenhut Pengembangan Pengelolaan 

Konservasi Sumber Daya Alam 
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Kemenhut Program Perencanaan Makro 
Bidang Kehutanan dan 
Pemantapan Kawasan Hutan 

Inventarisasi dan Pemantauan 
Sumber Daya Hutan 

              

Kemenhut Pengendalian Penggunaan 
Kawasan Hutan Untuk 
Pembangunan di Luar Kegiatan 
Kehutanan 

              

Kemenhut Pengukuhan Kawasan Hutan               
Kemenhut Penyusunan Rencana Makro 

Kawasan Hutan 
              

ESDM Program Penelitian, Mitigasi 
dan Pelayanan Geologi 

Riset dan Pengembangan 
Teknologi Kebencanaan Geologi 

              

ESDM Penyelidikan dan Pelayanan 
Sumber Daya Geologi 

              

ESDM Survei dan Pelayanan Geologi               
ESDM Mitigasi dan Pelayanan 

Kebencanaan Geologi 
              

Kemenristek Program Peningkatan 
Kemampuan Iptek untuk 
Penguatan Sistem Inovasi 
Nasional 

Pendayagunaan Teknologi Mitigasi 
Bencana 

              

              
Kemen LH Program Pengelolaan Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup 

Mitigasi dan Pelestarian Fungsi 
Atmosfir 

              

              
BPPT Program Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi 
Teknologi Pengendalian dan 
Mitigasi Dampak Pemanasan 
Global 

              

  Kemen PU Program Pengelolaan Sumber 
Daya Air 

Pengendalian Banjir, Lahar Gunung 
Berapi dan Pengamanan Pantai 

              

Kemen PU Pembinaan Operasi dan 
Pemeliharaan Sumber Daya Air 
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Serta Penanggulangan Darurat 
Akibat Bencana 

Kemen PU Pengembangan dan Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya 

              

Kemen PU Peningkatan Kualitas Pengelolaan 
SDA Terpadu 

              

Kemenhut Program Konservasi 
Keanekaragaman Hayati dan 
Perlindungan Hutan 

Pengendalian Kebakaran Hutan               
Kemenhut Pengembangan Kawasan 

Konservasi, Ekosistem Esensial, 
dan Pembinaan Hutan Lindung 

              

 
 

Isu Strategis 12:  Rawan bencana alam 
 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Peningkatan daya 
dukung lingkungan 
untuk menjamin 
keberlanjutan 
pembangunan dan 
mempertahankan 
fungsi Kalimantan 
sebagai paru-paru 
dunia 

Mengembangkan 
sistem mitigasi 
bencana alam 
banjir dan 
kebakaran hutan 

BNPB Program Penanggulangan 
Bencana 

Pengembangan Aplikasi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Untuk 
Pengurangan Risiko dan Mitigasi 
Bencana Alam 

              

  BNPB   Penanganan Pengungsi Akibat 
Bencana 

              

  BNPB   Pengelolaan Pemberian Bantuan 
Darurat Kemanusiaan di Daerah 
Terkena Bencana 
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ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
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      Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Kesiapan Menghadapi Bencana 
              

  
      Pencegahan dan Pengurangan 

Risiko Bencana 
              

 
 

Isu Strategis 13: Terbatasnya ketersediaan energi listrik 

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN K/L PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR LOKASI 

Kerangka Pendanaan SKPD 
Pelaksana APBN APBD Swasta PHLN 

Ketersediaan 
infrastruktur listrik 

peningkatan 
pembangunan 
sarana dan 
prasarana 
infrastruktur listrik 
di perdesaan 

Kementerian 
Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 

Program Pengelolaan 
Ketenagalistrikan  

Pembinaan, Pengaturan dan 
Pengawasan 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
dan 
pengembangan usaha penyediaan 
tenaga 
listrik 

              

      

Program Pengelolaan Energi 
Baru Terbarukan Dan 
Konservasi Energi  

Dana Alokasi Khusus (DAK) Listrik 
Perdesaan 
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BAB 6 PENUTUP 

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PULAU SULAWESI 

 

BAB 6.  PENUTUP 
 

Berdasarkan hasil analisis pembangunan wilayah pulau Sulawesi menunjukkan berbagai 
hal dengan implikasi kebijakan penting, yaitu mengenai perlunya dukungan dalam penguatan 
formulasi perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan informasi 
mengenai perkembangan kesenjangan intrawilayah serta melakukan koordinasi perencanaan 
seluruh provinsi di dalam pulau Sulawesi. 

Berdasarkan pemahaman terhadap masalah pembangunan di wilayah Pulau Sulawesi 
dapat diindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan di intrawilayah, khususnya pembangunan 
di wilayah provinsi induk seperti Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara dibandingkan 
dengan wilayah provinsi pemekaran, seperti  Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo. Beberapa 
indikator pembangunan juga menunjukkan sebagian provinsi di wilayah provinsi pemekaran masih 
tertinggal dibandingkan provinsi lainnya sehingga kontribusi perekonomian terhadap wilayah Pulau 
Sulawesi masih rendah. Kondisi ini perlu memperoleh perhatian serta diperlukan perumusan 
kebijakan dan program pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan pemerataan 
pembangunan antardaerah di Indonesia yang salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan 
keterkaitan antarwilayah. 

Berdasarkan beberapa fakta di atas, maka beberapa kebijakan yang diperlukan 
diantaranya meliputi: 

Pertama, diperlukan peningkatan keterkaitan ekonomi provinsi-provinsi yang relatif  
tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tersebut.  

Kedua, diperlukan adanya terobosan-terobosan dalam pembangunan perekonomian 
wilayah, yaitu diantaranya melalui pengembangan pola kerjasama antardaerah, pemerintah 
dengan swasta, perbankan dan masyarakat khususnya dalam pengembangan jaringan infrastruktur. 

Ketiga, percepatan pembangunan ke depan perlu dilakukan dengan pendekatan 
kewilayahan baik pengembangan dari sisi wilayah darat maupun  wilayah laut.  

Keempat, meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, serta 
meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana perekonomian. Hal ini 
dikarenakan beberapa provinsi di wilayah pulau Sulawesi masih tertinggal dari sisi kualitas 
sumberdaya manusia. Dengan adanya Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke depan, maka 
peningkatan kualitas manusia perlu diprioritaskan. 
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